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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin 
dan perkenaan-Nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan dan 
menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Program 
Kesehatan Masyarakat Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2021. 

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini selain sebagai amanah dalam  Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden 
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 
mengacu pada petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan  kinerja  dan  tata  cara  
reviu  instansi  pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014,  juga 
sebagai  dokumen  yang  mencerminkan akuntabilitas dan diharapkan memberikan 
gambaran  capaian  kinerja  Dinas Kesehatan. 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan telah dijabarkan 
dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 dalam bentuk kebijakan, 
program dan kegiatan. Untuk mengetahui dan mengukur sampai sejauh mana 
pelaksanaan Renstra, maka dilaksanakan analisis capaian kinerja program dan 
kegiatan yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja tahun 2021 dan merupakan 
bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur khususnya kinerja Dinas 
Kesehatan. Penyusunan laporan ini telah dilaksanakan secara maksimal, namun 
disadari masih terdapat kekurangan baik dari aspek teknis penulisan maupun isi 
laporan, sehingga diperlukan koreksi dalam rangka perbaikan laporan dimasa depan. 

Apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Bidang, Seksi, Program dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah bekerja secara maksimal dengan berbagai 
tantangan yang dihadapi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih 
baik diseluruh wilayah Jawa Barat dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang 
mandiri untuk hidup sehat menuju Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan 
Kolaborasi. 
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Pembina Utama Madya 

NIP. 19621203 198803 2 001 
  
 
 



 
 

ii 
  

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR .........................................................................................................ii 

DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii 

BAB 1 .............................................................................................................................. 1 

PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1 

1.2 Visi dan Misi ....................................................................................................... 3 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................... 5 

1.4 Sumber Daya Manusia ....................................................................................... 6 

1.5   Sistematika Penulisan .......................................................................................... 6 

BAB 2 .............................................................................................................................. 7 

PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................. 7 

2.1 Perencanaan Kinerja .......................................................................................... 7 

2.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................................... 7 

BAB 3 ............................................................................................................................ 10 

AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................................... 10 

3.1 Capaian kinerja .................................................................................................... 10 

3.2 Realisasi Anggaran .......................................................................................... 52 

BAB 4 ............................................................................................................................ 53 

PENUTUP ..................................................................................................................... 53 

4.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 53 

4.2 Tindak Lanjut .................................................................................................... 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
  
 

 

 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 
2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan 
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 
berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development 
Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana target-target dari 17 
SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda 
pembangunan Indonesia ke depan.  

 
Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber 

daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, 
dan berkarakter. Pada agenda ke 3 Pembangunan Nasional; meningkatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan berdaya saing; sektor kesehatan harus fokus untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan 
penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan 
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan 
pemanfaatan teknologi. Strategi yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah 
peningkatan kesehatan ibu, anak, dan KB dan kesehatan reproduksi, percepatan 
perbaikan gizi, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat 
melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan 
pengawasan obat dan makanan. 

 
Secara bersamaan, Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) Kemenkes tahun 2020-2024, dimana Direktorat Jenderal Kesehatan 
Mayarakat mengusulkan 4 (empat) indikator Kinerja Program (IKP) dan 20 (duapuluh) 
indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kegiatan pada RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan 
Program Kesehatan Masyarakat berfokus pada penurunan angka kematian ibu, angka 
kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita yang kemudian 
diikuti dengan indikator-indikator pendukung. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 
Tahun 2020-2024 juga memuat indikator yang selaras dan mendukung indikator RPJMN 
2020-2024. 

 
Sejalan dengan Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-202 yaitu 

meningkatkan akses pendidikan untuk semua dan desentralisasi pelayanan kesehatan, 
sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dan kesepakatan global yang tertuang 
dalam Suistance Development Globals (SDGs) tahun 2030 bahwa salah satu 
indikatornya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Hasil SUPAS 
2015 menyatakan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia 305 per 100.000 kelahiran 
hidup dan target tahun 2024 harus turun menjado 183 per 100.000 kelahiran hidup.  
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Berdasarkan laporan kematian ibu di Jawa Barat tahun 2021 dibandingkan tahun 
2020 mengalami peningkatan dari kasus kematian ibu sebesar 745 menjadi 1.200 
kematian atau 147.12/per 100.000 kelahiran. Adapun penyebab kematian ibu 
dikarenakan perdarahan 19%, hipertensi dalam kehamilan 17%, sebab lainnya 13%, 
komplikasi non obstetric 8%, infeksi 3 % dan Covid-19 sebanyak 40%. 

Adapun Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia 24 per 1.000 kelahiran hidup 
(SDKI 2017) dan pada tahun 2024 harus turun menjadi 18 per 1.000 kelahiran hidup. 
Untuk kematian bayi yang paling tinggi adalah masa neonatal (AKN) sebesar 15 per 
1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017) dan target tahun 2024 sebesar 11,1 per 1.000 
kelahiran hidup. Berdasarkan laporan kabupaten kota pada tahun 2021 jumlah kematian 
bayi di Jawa Barat sebanyak 2.768 kasus (ratio 3,34 per 1.000 kelahiran hidup) 
meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 2.760 kasus (3,18 per 1.000 kelahiran 
hidup).  

Kematian bayi yang terbanyak pada masa neonatal (0-28 hari) sebanyak 2.253 
(85,11%) menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 2.355 (82,31%) dan paska 
neonatal sebanyak 513 kasus (18,54%) menurun dibanding tahun 2019 sebanyak 496 
kasus (17,33%). Adapun penyebab kematian bayi terbesar dikarenakan BBLR 32,45%, 
Asfiksi 23,76% dan Kelainan bawaan sebanyak 9,59%, lain lain 11,85%. 

Akselerasi upaya untuk menurunkan kematian ibu dan bayi di Dinkes Jawa Barat 
melalui peningkatan kapasitas petugas kesehatan, penguatan fasilitas pelayanan 
kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dengan berbagai stake holder, 
dan secara terintegrasi berdasarkan sasaran siklus hidup. 

Selain, angka kematian ibu dan bayi, masih menjadi prioritas pemerintah daerah 
adalah penurunan prevalensi stunting. Sebagaimana renstra Dinkes Jawa Barat tahun 
2020, target penurunan prevalensi stunting sebsar 25.2%.  Berdasarkan hasil surveilans 
gizi berbasis masyarakat dengan D/S sebesar 80.11% dan persentase stunting 9.44%. 
sesuai hasil BPB Agustus 2020. Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pun 
terus dilakukan baik upaya intervensi spesifik dan sensitive dengan melibatkan LP/LS, 
Pemerintah, Swasta, masyarakat, dan lainnya.  

Tahun 2020 merupakan masa Pandemi Covid 19, yang berpengaruh terhadap 
derajat kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan kesehatan keluarga 
secara menyeluruh, begitu pula dalam capaian SPM bidang kesehatan sesuai PMK no 4 
tahun 2019. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas 
Kesehatan Provinsi atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020. Disamping 
itu, laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan 
terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu 
atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau 
bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan. 
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1.2 Visi dan Misi  
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 mengikuti Visi dan Misi 

Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini 
dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu: 
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan 
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan 
negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai 
negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional, serta 
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

  
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang 

ingin diwujudkan yakni: 
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 

rasa aman pada seluruh warga Negara. 
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan. 
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum 

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik. 
8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

  
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya 

seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) 
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap 
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di 
bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua 
kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, 
kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. 

  



 
 

4 
  
 

 

 

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome) 
dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai 
yakni sebagai berikut: 
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 

menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). 
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. 
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%. 
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi Kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. 
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. 

  
Peran Program Kesehatan masyarakat dalam mendukung pencapaian indikator 

Kementerian Kesehatan berfokus pada penurunan angka kematian ibu, angka kematian 
bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita yang kemudian diikuti 
dengan indikator-indikator pendukung. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 
Tahun 2020-2024 juga memuat indikator yang selaras dan mendukung indikator RPJMN 
2020-2024 melalui kegiatan pembinaan gizi masyarakat, pembuinaan kesaehatan kerja 
dan olahraga, pembinaan Kesehatan keluarga, promosi Kesehatan dan pemberdayaan 
masyarakat, penyehatan lingungan dan program dukungan manajemen Kesehatan 
masyarakat. 

 
Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
Visi 2018 - 2023 
"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi" (nilai 
religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif). 

Misi, ada 6 Misi. Untuk Kesehatan sesuai dengan misi pertama dan kedua, yaitu : 
Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran 
masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu 
pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara; 
 
Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif 
melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; dengan sasaran misi yaitu 
kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru 
juara, ibu juara, millenial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara; 
 
Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 
Visi 

“Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” 
 

Misi 
1.  Membangun kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 
2.  Menjamin pelayanan kesehatan yang prima 
3.  Mendukung sumber daya pembangunan kesehatan 
4.  Regulator pembangunan kesehatan di Jawa Barat 
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1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi 

Tugas Pokok: 
Melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, meliputi: kesehatan 
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan 
dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, 
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan 
sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang 

menjadi kewenangan Daerah Provinsi 
b. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi 

kewenangan Daerah Provinsi 
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas 
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
 

2. Struktur Organisasi 
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1.4 Sumber Daya Manusia 
Pada tahun 2021, jumlah pegawai di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebanyak 38 orang dengan distribusi pegawai di 
seksi Kesehatan keluarga dan gizi sebanyak 18 orang, seksi kesling dan kesjaor 
sebannyak 11 orang, dan seksi promkes dan PM sebanyak 9 orang, dengan 
distirbusi sebagai berikut : 

a. Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan 
1. Lulusan S2 sebanyak 5 orang 
2. Lulusan S1/DIV sebanyak 27 orang 
3. Lulusan D3 sebanyak 3 orang 
4. Lulusan SMA/Sederajat sebanyak 3 orang 

 
b. Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional. 

     Pada tahun 2020, pegawai dengan jabatan fungsional terdiri dari: 
1. Nutrisionis Ahli Madya sebanyak 1 orang 
2. Nutrisionis Ahli Pertama sebanyak 1 orang 
3. Nutrisionis Pelaksana Lanjutan sebanyak 1 orang 
4. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda sebanyak 2 orang 
5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama sebanyak 1 orang 
6. Sanitarian Ahli Pertama sebanyak 1 orang 

 
1.5   Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada 
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang 
sedang dihadapi organisasi. 
 

2. Bab II Perencanaan Kinerja 
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian 
Kesehatan Tahun 2021. 
 

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja 
a. Capaian Kinerja Organisasi 

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja 
organisasi. 

b. Realisasi Anggaran 
Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan 
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 
dokumen Perjanjian Kinerja 
 

4. Bab IV Penutup 
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 
meningkatkan kinerjanya. 
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BAB 2 
PERENCANAAN KINERJA 

 
2.1 Perencanaan Kinerja 

  Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara 
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas 
tiga instrumen yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 
tahunan, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan 5 
tahunan Ditjen Kesmas tahun 2021 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi 
Program Ditjen Kesmas tahun 2020-2024. 

Rencana Aksi Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 - 2024 adalah 
sebagai berikut: 
1. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) sebesar 83/100.000 KH 

pada tahun 2024 
2. Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup) sebesar 16/1.000 KH 

pada tahun 2024 
3. Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) sebesar 10/1.000 KH 

pada tahun 2024 
4. Prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 
5. Persentase persalinan oleh tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan 

(PF) sebesar 95% pada tahun 2024 
6. Persentase Kabupaten/Kota menyelenggarakan surveilans gizi, 77.78% pada 

tahun 2021 
7. Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) sebesar 

39% pada tahun 2021 
8. Persentase kab/kota menerapkan kebijakan GERMAS sebesar 50% pada 

tahun 2021 
 

2.2 Perjanjian Kinerja 
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal 

Kesehatan Masyarakat merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan kinerja 
antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat 
untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen Kesmas pada akhir tahun 
2021. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada 
indikator yang tertuang dalam RAK dan Renja serta telah mendapat persetujuan 
anggaran. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas 
Kesehatan Provinsi dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai 
berikut: 
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Tabel 2.2.1 
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2021 

 

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 telah 
dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.,- dengan rincian sebagai berikut : 

No. KEGIATAN ALOKASI (Rp.) 

1. Pembinaan Gizi Masyarakat 2.141.400.000 

2. Dukungan Manajamen Teknis lainnya 3.494.064.000 

3. Pembinaan Kesja dan Olahraga 5.219.545.000 

4. Pembinaan Kesehatan Keluarga 5.061.215.000 

5. Promosi Kesehatan dan Pemerbayaan Masyarakat 1.393.348.000 

6. Penyehatan lingkungan 1.164.978.000 

 Total 18.474.550.000 

 

 Pagu awal sebesar Rp. 18.474.550.000, dilakukan revisi sebanyak 4 kali sesuai 
dengan tanggal DIPA terbit. Revisi ini dilakukan dalam rangka refocusing, efisiensi, dan 
revisi RPD Hal III DIPA. Efisiensi anggaran sebesar Rp 13.831.276.000,- sehingga pagu 
menjadi Rp 4.643.274.000,- dengan rincian sebagai berikut : 

No. KEGIATAN ALOKASI (Rp.) MENJADI (Rp.) 

1. Pembinaan Gizi Masyarakat 2.141.400.000 948.600.000 

2. Dukungan Manajamen Teknis 
lainnya 

3.494.064.000 1.026.764.000 

3. Pembinaan Kesja dan Olahraga 5.219.545.000 1.607.628.000 

4. Pembinaan Kesehatan Keluarga 5.061.215.000 2.085.000.000 

5. Promosi Kesehatan dan 
Pemerbayaan Masyarakat 

1.393.348.000 194.564.000 

6. Penyehatan lingkungan 1.164.978.000 155.083.000 

 Total 18.474.550.000 4.643.274.000 
 
Berikut Nomor dan tangga DIPA sesuai revisi yang dilakukan: 
1. Revisi ke-1, No. DIPA No. SP DIPA-024.03.3.029015/2021 tanggal 27 Juli 2021, pagu 

menjadi Rp. 9.827.033.000,- 
2. Revisi ke-2, No. DIPA No. SP DIPA-024.03.3.029015/2021 tanggal 14 September 

2021, pagu menjadi Rp. 6.091.986.000,- 
3. Revisi ke-3, No. DIPA No. SP DIPA-024.03.3.029015/2021 tanggal 7 Oktober 2021, 

pagu menjadi Rp. 6.091.986.000,- 
4. Revisi ke-4, No. DIPA No. SP DIPA-024.03.3.029015/2021 tanggal 10 November  

2021, pagu menjadi Rp. 4.643.274.000,- 
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BAB 3 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1 Capaian kinerja 

Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan sesuai dengan yan 
tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

Pembinaan Gizi Masyarakat 
1. Presentase Ibu Hamil Risiko Kurang Energi Kronik (KEK) 

Status gizi adalah aspek penting untuk menentukan apakah seorang ibu 
yang sedang hamil dapat melewati masa kehamilannya dengan baik dan tanpa ada 
gangguan apapun. Status gizi ibu hamil haruslah normal, karena ketika ibu hamil 
tersebut mengalami gizi kurang atau gizi berlebih akan banyak komplikasi yang 
mungkin terjadi selama kehamilan dan berdampak pada kesehatan janin yang 
dikandungnya. Salah satu permasalahan gizi ibu hamil adalah kekurangan energi 
kronik (KEK). 

Kondisi kurang energi kronis pada ibu hamil akan terjadi jika kebutuhan 
akan tubuh tidak mencukupi. Keadaan kurang energi kronis pada ibu hamil dapat 
dimonitor dengan melakukan pengukuran lingkar lengan atas ibu hamil. Ibu hamil 
sebaiknya memiliki lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm pada 3 bulan pertama 
kehamilan. Selain membutuhkan energi untuk dirinya, ibu hamil juga membutuhkan 
energi untuk pertumbuhan janin dalam kandungannya. Indikator ibu hamil KEK 
merupakan indikator untuk mengurangi risiko persalinan, pertumbuhan. Indikator 
persentase ibu hamil KEK merupakan salah satu indikator baru di Kementerian 
Kesehatan daan merupakan indikator outcome. Persentase ibu hamil KEK 
diharapkan turun sebesar 1,5% setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2020 dengan 
batasan maksimal 16 % ibu hamil KEK, hingga pada akhir tahun 2024 diharapkan 
persentase ibu hamil KEK dibawah 10%. 

 
1) Definisi Operasional:  

Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) yang ditandai dengan 
ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm. 

 
2) Rumus/Cara perhitungan:  

  Persentase Ibu                                  Jumlah ibu hamil risiko K EK           x 100% 
         Hamil Risiko KEK             Jumlah ibu hamil yang diukur LiLA 
 

3) Capaian Indikator 
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
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Grafik presentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di 27 Kab/Kota 
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 

 
Sumber data : Laporan bulanan Kab/kota Tahun 2021  

 
Capaian presentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di provinsi jawa barat 
pada tahun 2021 sudah mencapai target yaitu 7,80% di bandingkan dengan target 
nasional yaitu 16%, Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat sudah berada di bawah 
Target Nasional walaupun demikia tetap menjadi masalah kesehatan karena 
masih terdapatnya bumil KEK di Provinsi Jawa Barat yang dapat menyebabkan 
anak terlahir stunting, BBLR dan resiko lainnya. 
 

b)  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn tahun 
lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). 
Presentase ibu hamil kek tahun 2017 – 2021 sudah di bawah target namun 
Presentase ibu hamil KEK di Provinsi Jawa Barat mengalami naik turun diawali 
pada tahun 2017 sebanyak 6,09% meningkat 1,59% pada tahun 2018 menjadi 
7.68% kemudian menagalami penurunan 0,71% pada tahun 2019 menjadi 6,97%, 
pada tahun 2020 menjadi 7,1% dan mengalami kenaikan kembali sebanyak 0,70% 
menjadi 7,80%. 
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Grafik  Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan Tahun lalu   

Sumber data : Laporan rutin Kab/kota 
 

c)  Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 
target jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 
organisasi. 

Melihat Grafik di bawah realisa kinerja indikator Ibu hamil Kurang Energi 
Kronis (KEK) tahun ini degan Target Jangka menengah sudah di bawah Target 
kemungkinan samapi dengan Tahun 2024 akan tetap berada di bawah Target 
yaitu di bawah 14,5% 

 
Grafik : Perbandingan Presentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 

Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah 

 
Sumber data : Laporan Rutin Kab/kota 

 
d)  Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2010), batas ambang masalah 
kesehatan masyarakat untuk ibu hamil dengan risiko KEK adalah <5%, 
sementara hasil Laporan bulanan Kab/Kota  menunjukkan angka 7,80% untuk 
prevalensi ibu hamil KEK, dan lebih tinggi dari tahun 2020 (7,10%). Hal ini 
menunjukkan bahwa Indonesia masih mempunyai masalah kesehatan 
masyarakat kategori ringan (5-9 %) untuk masalah ibu hamil dengan risiko KEK 
 

e)  Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 
     kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 
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    Analisis keberhasilan  
1. Kegiatan kelas ibu hamil 

Kelas Ibu Hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang 
kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. 
Melalui kelas ibu hamil diharapkan terjadi peningkatkan pengetahuan, 
perubahan sikap dan perilaku ibu dalam hal kehamilan. Dalam kegiatan ini 
pengetahuan tentang gizi dan konseling dapat diberikan untuk ibu hamil 
terutama ibu hamil yang berisiko. Data laporan rutin Direktorat Kesehatan 
Keluarga menunjukkan, puskesmas yang menyelenggarakan kelas ibu 
hamil meningkat setiap tahunnya.  

2. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan antenatal di puskesmas (ibu hamil 
mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali) 
Kegiatan ini merupakan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan 
tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga 
kesehatan minimal 4 kali, sesuai dengan ketetapan waktu kunjungan. 
Melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi secara dini adanya 
masalah, gangguan atau kelainan dalam kehamilannya, dan dilakukan 
penanganan secara cepat dan tepat.  Pada saat ibu hamil melakukan 
pemeriksaan kehamilan, tenaga kesehatan memberikan pelayanan 
antenatal secara lengkap, salah satunya adalah nilai status gizi dengan 
cara mengukur LiLA.  

3. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) 
GP2SP merupakan upaya pemerintah, masyarakat maupun pengusaha 
untuk menggalang dan berperan serta, guna meningkatkan kepedulian 
dalam upaya memperbaiki kesehatan dan status gizi pekerja perempuan, 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan 
kualitas generasi penerus. Kegiatan utama GP2SP diantaranya adalah 
perusahaan menyediakan ruang ASI, mengadakan kelas ibu hamil, cek 
kesehatan secara berkala dan memperhatikan gizi pekerja hamil dan 
menyusui di tempat kerja.  

 
Analisis Kegagalan 

   Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2010), batas ambang 
masalah kesehatan masyarakat untuk ibu hamil dengan risiko KEK adalah 
<5%, sementara hasil Laporan bulanan Kab/Kota menunjukkan angka 7,80% 
untuk prevalensi ibu hamil KEK, dan lebih tinggi dari tahun 2021 (7,10%). Hal 
ini menunjukkan bahwa Jawa Barat masih mempunyai masalah kesehatan 
masyarakat kategori ringan (5-9 %) untuk masalah ibu hamil dengan risiko 
KEK. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kondisi ini adalah: 1. Lebih dari 
setengah jumlah ibu hamil di Indonesia masih mengalami defisit konsumsi 
energi. 2. Kegiatan pemberian makanan tambahan (MT) bagi ibu hamil KEK 
yang belum mencapai target di tahun 2021, yaitu sebesar 79,65% dari target 
80%. (Laporan rutin Kab/Kota per 3 Januari 2022). 

 
 
 



 
 

14 
  
 

 

 

g)   Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 
      Pagu anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 1.530.000.000-, Setelah 

recofusing menjadi Rp. 948.600.000-, hal ini menyebabkan beberapa kegiatan 
tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan awal, namun dapat disiasati 
dengan pertemuan melalui daring/online.  

 
h)  Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian peryataan kinerja. 
 Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah: 

1. Konseling gizi seimbang terintegrasi dengan kelas ibu hamil 
2. Penyuluhan tentang ibu hamil KEK 
3. Konseling PMBA 
4. Pendidikan Gizi dan Pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri 

sebagai calon ibu 
 

4)   Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 
 Upaya yang akan di lakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk 

mencapai indikator adalah:  
a) Distribusi tablet tambah darah sesuai dengan jumlah sasaran 
b) Ketersediaan obat Tablet Tambah darah sesaui dengan kebutuhan 
c) Pencatatan dan Pelaporan yang tepat 
d) Pemantauan Minum Obat oleh keluarga 

 
5)   Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

a) Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil;  
b) Distribusi tablet tambah darah;  
c) Konseling gizi bagi ibu hamil;  
d) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri;  
e) Kampanye gizi seimbang;  
f) Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);  
g) Kegiatan kelas ibu hamil;   
h) Penyelenggaraan kegiatan antenatal di puskesmas. 

 
6)   Kendala/masalah yang dihadapi 

a) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bumil tidak sepenuhnya tepat 
sasaran; 

b) Jumlah PMT yang diberikan belum sesuai kebutuhan ibu hamil;  
c) Kesediaan ibu hamil untuk mengkonsumsi PMT ibu hamil;   
d) PMT lokal belum sesuai standar;   
e) Logistik Tablet Tambah Darah (TTD) tidak mencukupi (terlambat dalam 

penyediaannya);  
f) Kepatuhan ibu dalam meminum TTD masih rendah. 

 
7)   Pemecahan Masalah 

a) Melakukan validasi data ibu hamil yang membutuhkan PMT 
b) Konseling ibu tentang gizi seimbang 
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c) Penyuluhan gizi di kelas ibu 
d) Konseling PMBA 
e) Penyediaan PMT dan TTD bumil sesuai jumlah sasaran                                 
f) Meningkatkan status kesehatan remaja putri yang merupakan calon ibu 

melalui pemberian TTD dan pendidikan tentang gizi seimbang 
8)   Efisiensi penggunaan sumber daya 
  

2. Presentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif 
Jawa Barat saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda dimana disatu sisi 

masih banyaknya jumlah penderita kurang gizi, sementara di sisi lain jumlah 
masyarakat yang mengalami kelebihan gizi lebih cenderung meningkat. Status gizi 
masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap 
kehidupan termasuk pada tahap bayi. Pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak 
lahir sampai anak berumur 2 tahun meliputi: (a) memberikan ASI kepada bayi segera 
dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir 
sampai umur 6 (enam) bulan; (c) meneruskan pemberian ASI hingga umur 2 tahun 
atau lebih, disertai dengan pemberian makanan pendamping ASI yang adekuat. 
Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak 
lahir sampai anak berusia 2 tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik 
khususnya dalam hal pemberian ASI eksklusif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, menyatakan bahwa 
setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang 
dilahirkannya, untuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI 
eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan 
1) Definisi Operasional:  

Bayi usia 0 bulan 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan 
lain kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jam. Data indikator 
ini dilaporkan setiap enam bulan, bulan Februari dan Agustus, sehingga untuk 
cakupan tahunan menggunakan penjumlahan bulan Februari dan Agustus. 
 

2) Rumus/Cara perhitungan:  
  Persentase bayi         Jumlah bayi kurang dari 6 bulan 
  usia kurang dari 6 =             masih mendapat ASI ekslusif       x    100% 
  bulan mendapat       Jumlah bayi kurang dari 6 bulan 
                                     ASI Ekslusif yang di recall 24 jam 
 

3) Capaian Indikator 
Pada grafik di bawah Di tahun 2021, secara rata-rata Jawa Barat realisasi bayi 
usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, sudah jauh melebihi 
target, yaitu sebesar 67,90% dari target 45%.  
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Grafik: Capaian Bayi <6 bulan mendapat ASI Ekslusif di 27 Kab/Kota  
Provinsi Jawa Barat  Tahun 2021 

 

            
Sumber: Laporan rutin Kab/Kota Tahun 2021 

 
Capaian ASI ekslusif Tahun 2021 di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat mencapai 
67,90 % dan sudah mencapai target dari 45 %. terdapat 26 Kab/Kota yang sudah 
mencapai Target yang tertinggi adalah Kota Cimahi mencapai 93% namun 
terdapat 1 Kab/Kota yang belum mencapai target yaitu Kota Cirebon 33%. 
 
 Bila dibandingkan antara realisasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang 
mendapat ASI eksklusif pada tiga tahun terakhir dengan target setiap tahunnya, 
terlihat tren yang positif, dimana realisasinya selalu berada di atas target. Namun 
pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7.21% dari 57.21% pada tahun 
2018 menajdi 50% pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 58.55% sampai 
tahun 2021 menjadi 68,76%.  
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Grafik Capaian Bayi <6 bulan mendapat ASI Ekslusif di Kab/Kota 
 Provinsi Jawa Barat  Tahun 2017-2021 

 
Sumber: Laporan rutin Kab/Kota 

 
Capaian Tahun 2021 sebesar 68.76 % sudah melebihi target sebesar 

45%, dengan melihat tren 3 tahun terakhir berada diatas rata – rata maka 
diperkirakan target pada tahun 2024, sebesar 60%, sangat mungkin tercapai. 

 
Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021  

dengan target jangka menengah 

 
Sumber: ePPGBM Provinsi Jawa Barat 

 
d)  Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 

Penentuan target didasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan 
perjanjian global (WHA) sebesar 50% di tahun 2025. 

 
e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 
 
Analisis keberhasilan 
  Pencapaian cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI 
eksklusif yang cukup baik di tahun 2021 ini, tidak lepas dari dukungan yang 
telah dilakukan berbagai pihak. Kegiatan dan upaya tersebut adalah: 1) 
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Peraturan-peraturan terkait pelaksanaan pemberian ASI eksklusif Beberapa 
peraturan yang mendukung pemberian ASI Eksklusif, yaitu:  
 Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu 

Ibu Eksklusif.  
 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang Tatacara 

Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. 
 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2013 tentang Susu Formula 

Bayi dan Produk Bayi Lainnya. 

 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi Administrasi Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Mutu 
Gizi, Pelabelan dan Periklanan Susu Formula Pertumbuhan dan Formula 
Pertumbuhan Anak Usia 1-3 Tahun 

 Peraturan Daerah (Kab. Sukabumi dan Kota SUkabumi, Peraturan/Surat 
Edaran Gubernur, Peraturan/Surat Edaran Bupati/Walikota tentang ASI 
Esklusif di beberapa daerah, turut menguatkan pelaksanaan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan.  

2) Pemberian makan bayi dan anak (PMBA) Pelatihan pemberian makan bayi dan 
anak (PMBA) bagi petugas kesehatan dan kader posyandu, sebagai salah satu 
upaya pendidikan gizi bagi masyarakat, melalui penyuluhan cara memberi makan 
yang baik dan benar untuk bayi dan anak, sejak lahir hingga usia 2 tahun 

3) Konselor ASI yang tersebar di 27 Kab/Kota di Provnsi Jawa Barat.   
4) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) GP2SP merupakan upaya 

pemerintah, masyarakat maupun pengusaha untuk menggalang dan berperan 
serta, guna meningkatkan kepedulian dalam upaya memperbaiki kesehatan dan 
status gizi pekerja perempuan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 
dan meningkatkan kualitas generasi penerus. Kegiatan utama GP2SP diantaranya 
adalah perusahaan menyediakan ruang ASI, mengadakan kelas ibu hamil, cek 
kesehatan secara berkala dan memperhatikan gizi pekerja hamil dan menyusui di 
tempat kerja 

5) Penyediaan fasilitas menyusui di fasilitas umum Penyediaan fasilitas menyusui di 
fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan merupakan wujud impelementasi dari 
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang Tatacara Penyediaan 
Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.  

6) Kegiatan kelas ibu hamil Kegiatan kelas ibu hamil turut mendukung tercapainya 
indikator kinerja ini. Saat pelaksanaan kelas ibu hamil, pengetahuan tentang 
pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu bahasan yang disampaikan. 
 

Analisis Kegagalan  
Meskipun realisasi indikator kinerja ini sudah cukup baik, sejumlah permasalahan     
masih perlu menjadi perhatian, seperti:  
1)  Berdasarkan data cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI 

eksklusif per Kab/kota, masih terlihat kesenjangan cakupan antar Kab/Kota. 
Terdapat 16 Kab/Kota dengan cakupan di atas rata-rata Provinsi, dimana yang 
tertinggi cakupannya adalah Kota Cimahi, sebesar 93%. Sementara itu 11 
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kab/Kota lainnya memiliki cakupan dibawah rata-rata Jawa Barat, bahkan terdapat 
1 Kab/Kota dengan cakupan dibawah target nasional.  
 

g) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 
Pagu anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 1.530.000,000 Setelah recofusing 
menjadi Rp. 948.600.000, hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa 
dilaksanakan sesuai perencanaan awal, namun dapat disiasati dengan pertemuan 
melalui daring/online. Tetapi untuk Kegiatan Pelatihan PMBA yang mendukung ASI 
ekslusif rencana awal akan dilatih sebanyak 48 orang dan dapat terlaksana sesuai 
rencana.  

 
h) Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian peryataan kinerja. 
Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan pelatihan bagi pelatih 
Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Provinsi akan melatih petugas 
kabupaten/kota, dan seterusnya hingga tingkat kader. Harapannya, dengan 
terlatihnya petugas puskesmas dan kader, masyarakat terutama ibu/pengasuh anak 
semakin paham akan pentingnya IMD. 
 

4)  Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 
a) Konseling PMBA 
b) Konseling Menyusui 
c) Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan ASI eksluasif 
d) Sosialisasi 10 MLMKM di setiap RS 
e) Pencatatan dan Pelaporan yang tepat 
f) Kelas ibu hamil terlaksana dengan baik  
g) Terlaksananya GP2SP di perusahaan – perusahaan yang ada di Provinsi Jawa 

Barat 
 

5)  Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
a) Adanya peraturan yang jelas terkait pelaksanaan ASI EKslusif 
b) Adanya Perda ASI yangs udah di beberapa daerah (Kab. Sukabumi dan Kota 

SUkabumi) 
c) Sudah dialtihnya Konseling PMBA didaerah lokus samapai dengan kader 
d) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) 
e) Kelas ibu hamil 
f) Adanya instruksi Gubernur tentang penyediaan ruang laktasi di OPD Provinsi 

Jawa Barat  
g) Adanya perwal/Perbup tentang Fasiltas menyusui di Fasilatas umum di 

beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat 
  

6)  Kendala/masalah yang dihadapi 
a) Kurangnya kesadaran ibu tentang pentingya ASI ekslusif 
b) Promosi produk susu formula meningkat 
c) Masih terbatasnya tenaga Konselor ASI 
d) Belum meratanya tenaga yang dilatih PMBA (masih di daerah lokus stunting) 
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e) Masih kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya ASI ekslusif 
f) Pencatatan dan pelaporan yang belum maksimal 

 
7)  Pemecahan Masalah 

a) Penyuluhan / Sosialisasi ASI ekslusif melaluli kelas ibu hamil 
b) Dilakukannya sosialisai Peraturan berkaitan dengan ASI ekslusif 
c) Di bentuknya Perbup/Perda ASI ekslusif 
d) Dialtihnya tenaga Konselor PMBA di daerah non lokus sampai dengan kader  
e) Pembinaan tentang Pencatatan dan Pelaporan ASI Ekslusif 

 
3. Presentase Kab/kota Melaksanakan Surveilans Gizi  

Berdasarkan Peraturan Meneteri Kesehatan No 14 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi berguna untuk mendapatkan informasi keadaan 
gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan yang dapat digunakan 
untuk menetapkan kebijakan gizi maupun tindakan segera yang tepat. Informasi yang 
digunakan mencakup indikator pencapaian gizi masyarakat serta informasi lain yang 
belum tersedia dari laporan rutin. Adanya surveilans gizi akan dapat meningkatkan 
efektivitas kegiatan pembinaan gizi dan perbaikan masalah gizi mayarakat secara 
tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jenis tindakannya. 

Masalah gizi akan terus berlangsung, selama faktor-faktor penyebabnya 
belum dapat diperbaiki. Surveilans gizi sebagai alat untuk membantu pengelola 
program perbaikan gizi masyarakat dalam mengamati perkembangan masalah gizi 
melalui analisis terhadap indikator gizi dan faktor penyebabnya secara berkala dan 
terus menerus. Dengan surveilans gizi, para pengambil keputusan dapat melakukan 
tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat sasaran, tepat waktu, 
efektif dan efisien. Surveilans gizi pada akhirnya berguna dalam meningkatkan status 
gizi masyarakat, karena melindungi dari dampak buruk masalah gizi. 
1. Definisi Operasional:  

Kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah kabupaten/kota yang 
minimal 70% dari jumlah puskesmas melakukan kegiatan pengumpulan data, 
pengolahan dan analisis data, serta diseminasi informasi 
a) Pengumpulan data adalah puskesmas di wilayah kerja kabupaten/kota 

melakukan entry data sasaran balita dan ibu hamil serta data pengukuran 
melalui Sistem Informasi Gizi Terpadu, rerata setiap bulan mencapai minimal 
60% sasaran ibu hamil dan balita  

b) Pengolahan dan analisis data adalah puskesmas di wilayah kerja 
kabupaten/kota melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah gizi 
pada seluruh balita gizi buruk  

c) Diseminasi informasi adalah puskesmas di wilayah kerja Kabupaten/Kota 
melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi 
dan di-upload ke dalam sistem setiap triwulan  
 

2. Rumus/Cara perhitungan:  
Persentase 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 melaksanakan Surveilans Gizi  

=
Jumlah kabupaten kota  melaksanakan surveilans gizi

Jumlah kabupaten kota
× 100% 
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3. Capaian Indikator 
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Kab/Kota yang melaksanakan Surveilan gizi di Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Barat sudah mencapai target yaitu 85,54% dibandingkan dengan target 
tahun 2021 sebesar 70%. 

 
Grafik: Kab/Kota melaksanakan surveilans gizi Tahun 2021 

 
Sumber: ePPGBM Provinsi Jawa Barat 

 
b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn 

target jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 
organisasi. 
Capaian Tahun 2021 sebesar 85,54 % sudah melebihi target sebesar 70 %, 
dengan melihat tren 3 tahun terakhir berada diatas rata – rata kemungkinan 
capaian tahun 2024 dapat mencapai 100 % 
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Grafik : capaian kinerja Surveilans Gizi dibandingkan dengan target 2021 
 

 
         Sumber : ePPGBM Provinsi Jawa Barat 
 
c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 
Adanya Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 14 tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan virus 
covid-19, yg isinya diantaranya adalah penutupan sementara kegiatan 
Posyandu dikota Bandung, meningkatnya kasus covid-19 disebagian besar 
wilayah Kota Bandung sehingga Pemerintah menerapkan PPKM sehingga 
kegiatan surveilans gizi terhambat dan adanya Penutupan kegiatan Pokbang. 
Selain itu dikota Bepok adalah sulitnya validasi di saat pandemic, tugas ganda 
yang di bebankan kepada tenaga pelaksana gizi seperti bendahara, TU, 
pengumpulan data dari kader yang tidak lengkap dan lama, data NIK 
bermasalah saat diinput (data double atau kosong), 

Walaupun capaian Kota Bandung 70,14 % tetapi sudah mencapai target. 
Keberhasilan Jawa Barat sehingga capaiannya lebih tinggi target nasional 
dikarenakan komitmen kabupaten kota untuk melkukan surveilans sangat 
tinggi, adanya feedback rutin yang disampaikan Provinsi ke Kabupaten/Koota. 
Pembinaan Provinsi kekabupaten/kota dilakukan secara daring sehingga 
pandemic tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target indicator 
ini. 

 
4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
 Pagu anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 1.530.000,000 Setelah 

recofusing menjadi Rp. 948.600.000-, hal ini menyebabkan beberapa kegiatan 
tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan awal, namun dapat disiasati 
dengan pertemuan melalui daring/online.  

 
4. Presentase Puskesmas mampu Tatalaksana Gizi Buruk Tatalaksana Gizi Buruk 

1) Definisi Operasional:  
Puskesmas mampu melakukan tatalaksana gizi buruk pada balita Balita Gizi 
buruk adalah balita usia 0-59 bulan dengan tanda klinis gizi buruk atau indeks 
Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi 
Badan (BB/TB) dengan nilai Z-score kurang dari -3 SD atau Lingkar Lengan Atas 
<11,5cm bagi balita 6 – 59 bulan. adalah puskesmas dengan kriteria: 
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a) Mempunyai Tim Asuhan Gizi terlatih, terdiri dari dokter, bidan/perawat, dan 
tenaga gizi 

b) Memiliki Standar Prosedur Operasional tatalaksana gizi buruk pada balita 
 

2) Rumus/Cara perhitungan:  
   Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk    = Jumlah Puskesmas 

mampu tatalaksana gizi buruk Jumlah seluruh Puskesmas x 100% 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑇𝑎𝑡𝑎 𝐿𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑢𝑟𝑢𝑘

=  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
 𝑥100% 

 
3) Capaian Indikator 

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
Indikator Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk di Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Barat sudah mencapai target yaitu 27,0 % dibandingkan 
dengan target tahun 2021 sebesar 20%. 

 
Grafik : Puskesmas mampu Tatalaksana Gizi buruk di Provinsi Jawa Barat 
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b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 
Berdasarkan grafik di bawah, capaian tahun 2021 sebesar 27,0 % sudah 
mencapai target sebesar 20%, kemungkinan capaian tahun 2024 berada di 
60% dapat tercapai. 

 
Grafik: Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini  

dengan target jangka menengah 

 
 

c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 
1. Keadaan Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan terhambat dan 

mengalamai efisiensi anggaran 
2. Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan Kegiatan Pelatihan 

Tatalaksana Gizi buruk dapat berjalan tetapi yang semula akan 
dilaksanakan sebanyak 75 orang peserta menjadi 50 orang peserta 

3. Penyesuaian definisi operasional tahapan pencapaian Indikator 
Puskesmas Mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita pada Masa 
Pandemi COVID19, yaitu pencapaian indikator tersebut dengan 
tahapan tersedianya SPO di Puskemas, sementara ketersediaan tim 
asuhan gizi terlatih dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kebijakan 
pandemi Covid 19, dan Setiap Puskesmas mengupload SPO yang 
sudah disusun ke dalam aplikasi Sigizi Terpadu 

4. Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum berjalan dengan baik 
5. Petugas yang dilatih mengalami mutasi 

 
d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Pagu anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 1.530.000,000 Setelah 
recofusing menjadi Rp. 948.600.000-, hal ini menyebabkan beberapa 
kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan awal, namun dapat 
disiasati dengan pertemuan melalui blanded. Tertuma untuk Kegiatan 
Pelatihan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk rencana awal akan dilatih 
sebanyak 75 orang dan refocusing menjai 50 Peserta (dokter, 
Bidan/Perawat dan Nutrisionis). 
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e) Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 
pencapaian peryataan kinerja. 
1. Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk dilaksankan secara Blanded kepada 

50 orang peserta 
2. Diadakannya sosialisai tentang SOP Tatalaksana Gizi Buruk 

  
4)   Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator 

a) Dilaksanakannya pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk  
b) Petugas yang sudah diatih agar tidak dimutasikan dengan membuat surat 

pernyatan tidak pindah minimal 2 tahun 
c) Sosailisasi DO indicator Tatalaksana Gizi Buruk 

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
a) Refocusing anggaran 
b) TIM yang sudah dilatih tatalaksana gizi buruk mengalami mutasi 
c) Defnisi Operasional yang berubah  

 
6)   Kendala/masalah yang dihadapi 

a) Masa Pansemi Covid 19 sehigga kegiatan di refocusing 
b) Terjadinya efisiensi anggaran sehingga kegiatan dilaksanakan dengan 

mengurangi jumlah peserta 
c) Petugas yang sudah dilatih mengalami mutasi 
d) Definisi Operasional yang berubah 
e) Pencatatan dan Pelaporan masih belum berjalan dengan baik 

  
7)   Pemecahan Masalah 

a) Kegiatan tetap dilaksnakan dengan mematuhi protokol kesehatan 
b) Kegiatan dianggarakan kembali pada tahun 2022 
c) Petugas yang sudah diatih agar tidak dimutasikan dengan membuat surat 

pernyatan tidak pindah minimal 2 tahun 
d) Diadakannya sosilaisasi mengenai SOP Tatalaksana Gizi Buruk 
e) Diadakannnya sosailisasi pencatatan Tatalaksana Gizi Buruk 
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Kesehatan Kerja dan Olahraga 

No 
Indikator 

Program/Kegiatan 
Uraian Capaian Target Realisasi Capaian 

1 Jumlah Kab/kota 
yang 
menyelenggarakan 
kesehatan kerja 

Kabupaten/kota yang 
melaksanakan kesehatan kerja 
adalah: Minimal 60% Puskesmas di 
wilayah kerjanya melaksanakan 
kesehatan kerja Tersedianya surat 
keputusan (SK) atau surat edaran 
(SE) yang mendukung pelaksanaan 
kesehatan kerja di tingkat 
kabupaten/kota Pembinaan 
kesehatan kerja di sektor formal 
Pembinaan kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3) fasilitas 
pelayanan kesehatan di 
kabupaten/kota 

60% 92% 153.33% 

2 Jumlah Kab/kota 
yang 
menyelenggarakan 
kesehatan 
olahraga 

Kabupaten/kota yang 
melaksanakan kesehatan olahraga 
adalah: Minimal 60% Puskesmas di 
wilayah kerjanya melaksanakan 
kesehatan olahraga Tersedianya 
surat keputusan (SK) atau surat 
edaran (SE) tentang olahraga atau 
aktivitas fisik di tingkat 
kabupaten/kota Pembinaan 
kebugaran jasmani pekerja di 
tingkat kabupaten/kota 

60% 93.63% 156.05% 

 
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Kesja dan OR: 
1. Melakukan Kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan Kab / Kota terkait indikator 

Kesja dan OR 
2. Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait pencapaian indikator Kesja OR di 

Kab / Kota, termasuk bagaimana cara mencapai indikator  melakukan pengisian 
dan entry SITKO (Sistem Informasi Terpadu Kesja OR), DO (Definisi Operasional), 
sehingga keselarasan dalam pencapaian indikator dipahami sampai di tingkat 
puskesmas. 

 
Analisa Penyebab Keberhasilan: 
1. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi dan Kab / Kota spesifik mengacu 

pada pencapaian indikator Kesja OR 
2. Keterlibatan dan peran serta Lintas Program dan Lintas Sektor dalam mendukung 

pencapaian indikator Kesja OR 
 

Pemecahan Masalah: 
1. Efektifitas dan efesiensi kegiatan pada masa pandemi Covid 19, berdampak pada 

pelaksanaan – pelaksanaan kegiatan, untuk itu pentingnya sinergisitas dan 
koordinasi dengan kab / kota bagaimana pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk 
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pencapaian indikator Kesja OR dapat tetap terlaksana, misalnya dengan kegiatan 
daring, pelaksanaan kegiatan dengan protokol kesehatan, penggunaan Aplikasi, 
dsbnya. 
 

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
Upaya yang dilakukan adalah memaksimal penggunaan Sumber Daya, dengan 
kegiatan terintegrasi, kegiatan yang berbasis penggerakan, perubahan perilaku, dan 
peningkatan kapasitas SDM pengelola Kesja OR, Kader, dll, dengan menggunakan 
berbagai sumber anggaran di daerah untuk pencapaian indikator Kesja OR 

 
Pembinaan Kesehatan Keluarga 
A. Data Kematian 

Kematian Ibu dan Bayi 

Grafik 2.1 Kematian Ibu 

 

Sumber : Laporan Kematian pada Komdat Kesmas tahun 2021 

  Berdasarkan laporan kematian Tahun 2021 pada Grafik 2.1 menunjukkan 
bahwa jumlah kematian Ibu di Jawa Barat tahun 2021 sebanyak 1.204 kasus, dengan 
kasus kematian Ibu tertinggi di Kabupaten Karawang dan Garut sebanyak 117 dan 
112 kasus, dengan rasio kematian ibu di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebesar 
147.61/100.000 KH hal ini jauh di bawah target renstra ratio kematian ibu tahun 2021 
yaitu 84/100.000 KH. Jika dibandingkan tahun 2020, kematian ibu tahun 2021 
mengalami kenaikan sebesar 61,6%. 
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Grafik 2.2 Penyebab Kematian Ibu 

 
    Sumber : Laporan Kematian pada Komdat Kesmas tahun 2021 

 
Berdasarkan laporan kematian, penyebab kematian ibu pada grafik 2.2, 
penyebab kematian Ibu paling banyak adalah karena COVID-19 sebesar 
40%, perdarahan 19%, dan hipertensi dalam kehamilan sebesar 17%, serta 
penyebab lainnya sebanyak 24% (gangguan metabolic, gangguan darah, 
jantung, infeksi, dan lainnya). 

Grafik 2.3 Kematian Bayi 

 
Sumber : Laporan Kematian pada Komdat Kesmas tahun 2021 
 

Berdasarkan laporan kematian tahun 2021 pada grafik 2.3 menunjukkan 
bahwa jumlah kematian Bayi di Jawa Barat tahun 2021 sebanyak 2768 
kasus, dengan kasus kematian neonatal 2.367 kasus dan post neonatal 401 
kasus, dengan rasio kematian bayi 3.39/1.000 KH. Kabupaten/Kota dengan 
kasus terbanyak kematian bayi yaitu Kab. Garut (225), Sukabumi dan 
Bandung (197), Tasikmalaya dan Indramayu (179), serta Cianjur (175). 
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Grafik 2.4 Kematian Neonatal 

 
     Sumber : Laporan Kematian pada Komdat Kesmas tahun 2021 

 
Berdasarkan laporan kematian tahun 2021 pada grafik 2.4 menunjukkan 
bahwa jumlah kematian neonatal (0-28 hari) di Jawa Barat tahun 2021 yaitu 
sebanyak 2367 kasus, dengan kasus tertinggi kematian neonatal yaitu di 
Kab. Garut mencapai 219 kasus. 

Grafik 2.5 Penyebab Kematian Neonatal 

 
              Sumber : Laporan Kematian pada Komdat Kesmas tahun 2021 

Berdasarkan laporan kematian tahun 2021 pada grafik 2.5, menunjukkan 
bahwa penyebab kematian neonatal terbanyak adalah karena BBLR yaitu 
sebesar 38%, asfiksia 30%, kelainan kongenital masih cukup tinggi sebesar 
13%. 
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Kematian Balita 

Kematian balita adalah kematian anak yang terjadi pada  usia 0–59 bulan 
kehidupannya. Sedangkan Kematian anak balita adalah kematian anak yang 
terjadi pada  usia 1–4 tahun kehidupannya. 

Grafik 2.6 Kematian Anak usia 0-59 bulan 

 
              Sumber : Laporan Kematian pada Komdat Kesmas tahun 2021 
 
Berdasarkan laporan kematian tahun 2021 pada grafik 2.6 menunjukkan 
bahwa persentase kematian balita terbesar ada pada masa neonatal (0-28 
hari) yaitu sebesar 76.26% (2.367 kasus) sedangkan post neonatal (29 hari-
11 bulan) sebesar 13% (401 kasus) dan anak balita sebesar 8% atau 
sebanyak 224 kasus. 

Grafik 2.7 Penyebab Kematian Anak Balita 

 

              Sumber : Laporan Kematian pada Komdat Kesmas tahun 2021 

Berdasarkan laporan kematian tahun 2021 pada grafik 2.7, menunjukkan 
bahwa penyebab kematian anak balita karena pneumoni sebesar 11%, 
demam 14%, diare 10% dan lain-lain 54%. 
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B. Data Capaian Indikator RPJMN-Renstra 
1. Persentase persalianan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (PF) 

1) Definisi Operasional 
Cakupan Ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan di fasilitas pelayanan keshatan oleh tim minimal 2 (dua) orang terdiri 
dari :  
1. Dokter dan bidan atau 
2. Dokter dan perawat atau 
3. 2 orang bidan, atau 
4. Bidan dan perawat  

Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Puskesmas, jejaring dan 
jaringannya serta Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan sebagai tempat 
persalinan.  

2) Rumus/Cara Perhitungan 
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah 
sasaran ibu bersalin yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, 
dikali 100%. 
 

3) Capaian Indikator 
 

Grafik 2.9 Persalinan di Fasilitas Kesehatan 

 
Sumber : Laporan Kematian pada Komdat Kesmas tahun 2021 

 
Berdasarkan data dari komdat kesmas tahun 2021 pada grafik 2.9 
menunjukkan bahwa cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di jawa barat 
mencapai 98.62% dimana capaian tersebut telah mencapai target yaitu sebesar 
89.00%. Kab/Kota yang masih di bawah target dan rata-rata provinsi yaitu Kota 
Bandung dan Kota Bekasi. 
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4) Upaya yang dilakukan 
a. Peningkatan kualitas pelayanan ANC dengan penguatan deteksi dini/skrinning 

melalui Kelas Ibu Hamil dan P4K 
b. Melakukan mapping ketersediaan input dan proses yang dilakukan di 

Kabupaten/Kota dalam Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi serta 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat umumnya 

c. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kesehatan kegawatdaruratan 
ibu dan bayi dan pelayanan kesehatan keluarga di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan (FKTL) 

d. Penguatan system dan jejaring rujukan terintergrasi terutama untuk kasus-
kasus kegawatdarutan ibu dan bayi 

e. Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan bayi melalui 
pemantapan pelaksanaan Maternal Perinatal Death Surveilans dan Respons 
(MPDSR/AMP) dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan keluarga 

f. Melakukan Bimtek dan pendampingan ke Kabupaten/Kota untuk akselerasi 
penurunan kematian ibu dan bayi, dan peningkatan kesehatan dan 
perlindungan pada kesehatan keluarga 

g. Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan kemitraan dengan fasilitas 
pelayanan kesehatan lainnya juga lintas sektor terkait, organisasi profesi, 
perguruan tinggi, dan dunia usaha di wilayah kerja 
 

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
a. Pencatatan dan pelaporan sudah terintegrasi pada Komdat Kesmas, sehingga 

dapat tepat waktu dan lengkap semua kabupaten/kota 
b. Semua persalinan sesuai dengan standar pelayanan minimal harus dilakukan 

di fasilitas Kesehatan dan oleh tenaga Kesehatan, sehingga tidak ada lagi 
persalinan yang ditolong oleh non nakes dan juga di non faskes 

c. Pandemi COVID-19, mengharuskan skrinning Kesehatan sebelum/menjelang 
persalinan dan semuanya dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 
6. Kendala/Masalah yang dihadapi 

a. Kegiatan yang sifatnya harus tatap muka, terbatas dan disesuaikan dengan 
kondisi Pandemi COVID19, seperti AMP, Kelas Ibu Hamil/Balita, Posyandu, 
Homecare, Homevisit, deteksi resiko, skrinning Kesehatan 

b. Penambahan beban kerja petugas dalam Penanganan dan Penanggulangan 
COVID19 di Kabkota terutama petugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

c. Terbatasnya koordinasi dengan Kab/Kota (Dinkes/LP/LS tekait Puskesmas, 
dan Faskes lainnya) dalam penguatan/evaluasi pelayanan keluarga, dilakukan 
melalui virtual meeting 
 

7. Pemecahan Masalah 
a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas program dan lintas sector 

dalam akselerasi pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan. 

b. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak pada 
Masa Pandemi melalui daring. 



 
 

33 
  
 

 

 

c. Mengoptimalkan anggaran yang ada seefektif dan sefisien mungkin untuk 
menunjang penguatan pelayanan kesehatan keluarga. 

d. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada Masa 
Pandemi melalui Virtual Meeting. 

e. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 

 
8. Efisiensi penggunaan anggaran 

Pagu alokasi untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga tahun 2021 sebesar 
Rp. 5.219.545.000,- setelah recofusing menjadi Rp. 1.607.628.000,- hal ini 
menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan 
awal, namun dapat dilaksanakan semaksimal mungkin baik yang dilaksanakan 
secara online, offline maupun blended learning. 

 
2. Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir 

1) Definisi Operasional 
Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Ibu dan BBL dengan 
kriteria: 
a. Seluruh Puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di 50% 

desa/kelurahan 
b. Cakupan K4 minimal 85% 
c. Seluruh Puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan pelayanan 

kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada kurun waktu tertentu 
d. Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 RS mampu melakukan penanganan kasus 

rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 
e. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan AMP minimal 1 kali 

setiap 3 bulan 
 

2) Rumus/Cara Perhitungan 
Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang 
memenuhi 5 kriteria dibagi jumlah kabupaten/kota dikali 100% 
 

3) Capaian Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Sumber : Data Komdat diunduh tanggal 3 Februari 2022 
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Berdasarkan peta di atas, bahwa kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
pelayanan Kesehatan ibu dan Bayi Baru Lahir yang sudah lengkap 5 indikator 
adalah 11 Kabupaten/Kota (capaian 4%) sudah mencapai target seharusnya 11 
Kab/Kota sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. 
 

4) Upaya yang dilakukan 
a. Pemantapan Audit Maternal Perinatal 
b. Sosialisasi MPDN-AMPSR 
c. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 

online 
d. Penguatan system rujukan pada masa Pandemi COVID-19 
e. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak pada 

Masa Pandemi melalui daring. 
f. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada Masa 

Pandemi melalui Virtual Meeting. 
g. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 
 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
a. Kriteria indikator yang belum tercapai yaitu capaian K4 minimal 85% masih ada 

beberapa kab/kota yang masih di bawah 85% yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi 
dan Kota Cimahi 

b. Pelaksanaan AMP belum semua melaksanakan rutin setiap 3 bulan, 
terbatasnya kegiatan tatap muka sehingga banyak yang tidak melaksanakan. 
Kab/Kota yang belum melaksanakan AMP yaitu Kabupaten Bandung dan Kab. 
Bekasi. 
 

6) Kendala/Masalah yang dihadapi 
a. Kegiatan yang sifatnya harus tatap muka, terbatas dan disesuaikan dengan 

kondisi Pandemi COVID19, seperti AMP, Kelas Ibu Hamil/Balita, Posyandu, 
Homecare, Homevisit, deteksi resiko, skrinning Kesehatan 

b. Penambahan beban kerja petugas dalam Penanganan dan Penanggulangan 
COVID19 di Kabkota terutama petugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

c. Terbatasnya koordinasi dengan Kab/Kota (Dinkes/LP/LS tekait Puskesmas, 
dan Faskes lainnya) dalam penguatan/evaluasi pelayanan keluarga, dilakukan 
melalui virtual meeting 

 
7) Pemecahan Masalah 

a. Pemantapan Audit Maternal Perinatal 
b. Sosialisasi MPDN-AMPSR 
c. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 

online 
d. Penguatan system rujukan pada masa Pandemi COVID-19 
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e. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak pada 
Masa Pandemi melalui daring. 

f. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada Masa 
Pandemi melalui Virtual Meeting. 

g. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 

 
8) Efisiensi penggunaan anggaran 

Pagu alokasi untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga tahun 2021 sebesar 
Rp. 5.219.545.000,- setelah recofusing menjadi Rp. 1.607.628.000,- hal ini 
menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan 
awal, namun dapat dilaksanakan semaksimal mungkin baik yang dilaksanakan 
secara online, offline maupun blended learning. 

 
3. Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Balita dan Anak Usia 

Prasekolah 
1) Definisi Operasional 

Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Balita dan Anak Usia 
Prasekolah dengan kriteria: 
a. Seluruh Puskesmas melaksanakan kelas ibu balita di 50% desa/ kelurahan 
b. Seluruh Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS  
c. Seluruh Puskesmas melaksanakan SDIDTK  

 
2) Rumus/Cara Perhitungan 

Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Balita dan Anak Usia 
Prasekolah yang memenuhi 3 kriteria dibagi jumlah kabupaten/kota dikali 100% 

 
3) Capaian Indikator 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber : Data Komdat diunduh tanggal 3 Februari 2022 
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Berdasarkan peta di atas, bahwa kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Usia Prasekolah yang sudah lengkap 3 
indikator adalah 18 Kabupaten/Kota (capaian 85.7%) masih di bawah target 
seharusnya 21 Kab/Kota sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. 
 

4) Upaya yang dilakukan 
a. Updating pelayanan Kesehatan balita dan anak usia prasekolah di masa 

pandemic COVID-19 
b. Sosialisasi Buku KIA versi 2020 
c. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 

online 
d. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak pada 

Masa Pandemi melalui daring. 
e. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada Masa 

Pandemi melalui Virtual Meeting. 
f. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 
 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
a. Kriteria indikator yang belum tercapai yaitu Puskesmas melaksanakan kelas 

ibu balita di 50% desa/ kelurahan yaitu 9 Kabupaten/Kota 
b. Belum semua Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS yaitu 2 

Kabupaten/kota 
c. 99% Puskesmas melaksanakan SDIDTK  

 
6) Kendala/Masalah yang dihadapi 

a. Kegiatan yang sifatnya harus tatap muka, terbatas dan disesuaikan dengan 
kondisi Pandemi COVID19, seperti AMP, Kelas Ibu Hamil/Balita, Posyandu, 
Homecare, Homevisit, deteksi resiko, skrinning Kesehatan 

b. Penambahan beban kerja petugas dalam Penanganan dan Penanggulangan 
COVID19 di Kabkota terutama petugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

c. Terbatasnya koordinasi dengan Kab/Kota (Dinkes/LP/LS tekait Puskesmas, 
dan Faskes lainnya) dalam penguatan/evaluasi pelayanan keluarga, dilakukan 
melalui virtual meeting 

 
7) Pemecahan Masalah 

a. Updating pelayanan Kesehatan balita dan anak usia prasekolah di masa 
pandemic COVID-19 

b. Sosialisasi Buku KIA versi 2020 dan pemeriksaan pemantauan 
pertumbuhan perkembangan secara mandiri melalui Buku KIA 

c. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 
online 

d. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan balita dan pra 
sekolah pada Masa Pandemi melalui daring. 

e. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada 
Masa Pandemi melalui Virtual Meeting. 
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f. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 

 
8) Efisiensi penggunaan anggaran 

Pagu alokasi untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga tahun 2021 
sebesar Rp. 5.219.545.000,- setelah recofusing menjadi Rp. 1.607.628.000,- 
hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai 
perencanaan awal, namun dapat dilaksanakan semaksimal mungkin baik yang 
dilaksanakan secara online, offline maupun blended learning. 
 

4. Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 
1) Definisi Operasional 

Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan 
Remaja dengan kriteria: 
a. Minimal 40% Puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan Peduli 

Remaja (PKPR) 
b. Setiap Puskesmas membina minimal 20% sekolah/madrasah (SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M yang ada di wilayah kerja 
Puskesmas 
 

2) Rumus/Cara Perhitungan 
Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan 
Remaja yang memenuhi 2 kriteria dibagi jumlah kabupaten/kota dikali 100% 
 

3) Capaian Indikator 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Komdat diunduh tanggal 3 Februari 2022 

 
Berdasarkan peta di atas, bahwa kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah dan Remaja yang sudah lengkap 2 
indikator adalah 17 Kabupaten/Kota (capaian 62.9%) masih di bawah target 
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seharusnya 21 Kab/Kota sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Yang 
belum mencapai 2 Indikator yaitu 2 Kabupaten (Kab. Bandung dan Kota Bekasi) 
 

4) Upaya yang dilakukan 
g. Updating pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di masa 

pandemic COVID-19 
h. Penjaringan Kesehatan melalui Google Form (secara online) 
i. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 

online 
j. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak pada 

Masa Pandemi melalui daring. 
k. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada Masa 

Pandemi melalui Virtual Meeting. 
l. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 
 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
a. Belum semua kabupaten/kota mempunyai Minimal 40% Puskesmas mampu 

laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yaitu 4 Kab/Kota  
b. Belum semua kabupaten/kota setiap Puskesmas membina minimal 20% 

sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan 
UKS/M yang ada di wilayah kerja Puskesmas yaitu yaitu 4 Kabupaten/kota 

 
6) Kendala/Masalah yang dihadapi 

a. Kegiatan yang sifatnya harus tatap muka, terbatas dan disesuaikan dengan 
kondisi Pandemi COVID19, seperti AMP, Kelas Ibu Hamil/Balita, Posyandu, 
Homecare, Homevisit, deteksi resiko, skrinning Kesehatan 

b. Penambahan beban kerja petugas dalam Penanganan dan Penanggulangan 
COVID19 di Kabkota terutama petugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

c. Terbatasnya koordinasi dengan Kab/Kota (Dinkes/LP/LS tekait Puskesmas, 
dan Faskes lainnya) dalam penguatan/evaluasi pelayanan keluarga, dilakukan 
melalui virtual meeting 

 
7) Pemecahan Masalah 

a. Updating pelayanan Kesehatan balita dan anak usia prasekolah di masa 
pandemic COVID-19 

b. Penjaringan Kesehatan melalui Google Form (secara online) 
c. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 

online 
d. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan anak usia 

sekolah dan remaja pada Masa Pandemi melalui daring. 
e. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada 

Masa Pandemi melalui Virtual Meeting. 
f. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 
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8) Efisiensi penggunaan anggaran 
Pagu alokasi untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga tahun 2021 
sebesar Rp. 5.219.545.000,- setelah recofusing menjadi Rp. 1.607.628.000,- 
hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai 
perencanaan awal, namun dapat dilaksanakan semaksimal mungkin baik yang 
dilaksanakan secara online, offline maupun blended learning. 
 

5. Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Usia Reproduksi 
1) Definisi Operasional 

Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Usia Reproduksi dengan 
kriteria: 
a. Minimal 50% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon 

pengantin (kespro catin) 
Puskesmas  memberikan pelayanan : 
 Konseling / komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kesehatan reproduksi 

calon pengantin dan  
 Skrining kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi 

meliputi: (pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan IMT, 
pemeriksaan Lingkar Lengan Atas / LiLa) dan tanda anemia (pemeriksaan 
konjungtiva dan pemeriksaan Hb) 

 Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan dan 
atau perawat dan atau petugas gizi) 
 

b. Seluruh Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan 
Puskesmas yang mampu dan memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan 
dengan metoda cara modern (AKDR/pil/suntik/kondom/MAL/implan/ 
vasektomi) dilakukan dalam kurun waktu 0-42 hari setelah ibu melahirkan.  
KB Pasca Persalinan (KB PP) adalah pelayanan KB yang diberikan kepada 
PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari, dengan tujuan untuk 
menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kesuburan.  
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan atau bidan). 
Mempunyai minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten yaitu : 
 Dokter dan atau  
 Bidan yang sudah mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy 

Update (CTU)/ pelatihan keluarga berencana (KB)/orientasi KB Pasca 
Persalinan (KBPP) 

Data Dukung 
Laporan hasil pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin 
Adanya pencatatan (kohort usia reproduksi) 
Laporan hasil pelayanan KBPP bagi PUS (melalui data SIP) 
 

2) Rumus/Cara Perhitungan 

Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Usia Reproduksi yang 

memenuhi 2 kriteria dibagi jumlah kabupaten/kota dikali 100% 

 



 
 

40 
  
 

 

 

3) Capaian Indikator 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Data Komdat diunduh tanggal 3 Februari 2022 

 
Berdasarkan peta di atas, bahwa kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi yang sudah lengkap 2 indikator adalah 25 
Kabupaten/Kota (capaian 92.59%) sudah diatas target yaitu 21 Kab/Kota 
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.  
 

4) Upaya yang dilakukan 
a. Updating pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi di masa pandemic COVID-

19 
b. Pengenalan aplikasi KESCATIN dalam smartphone yang dapat digunakan 

untuk memantau Kesehatan catin secara mandiri 
c. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 

online 
d. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan usia reproduksi 

pada Masa Pandemi melalui daring. 
e. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada Masa 

Pandemi melalui Virtual Meeting. 
f. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 
 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
a. Minimal 50% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi calon 

pengantin (kespro catin) (1 Kabupaten/kota) 
c. Belum semua kabupaten/kota dari seluruh Puskesmas mampu dan 

memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan (1 Kabupaten/Kota) 
 

6) Kendala/Masalah yang dihadapi 
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a. Kegiatan yang sifatnya harus tatap muka, terbatas dan disesuaikan dengan 
kondisi Pandemi COVID19, seperti AMP, Kelas Ibu Hamil/Balita, Posyandu, 
Homecare, Homevisit, deteksi resiko, skrinning Kesehatan 

b. Penambahan beban kerja petugas dalam Penanganan dan Penanggulangan 
COVID19 di Kab/Kota terutama petugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

c. Terbatasnya koordinasi dengan Kab/Kota (Dinkes/LP/LS tekait Puskesmas, 
dan Faskes lainnya) dalam penguatan/evaluasi pelayanan keluarga, dilakukan 
melalui virtual meeting 

 
7) Pemecahan Masalah 

a. Updating pelayanan Kesehatan balita dan anak usia prasekolah di masa 
pandemic COVID-19 

b. Pengenalan aplikasi KESCATIN dalam smartphone yang dapat digunakan 
untuk memantau Kesehatan catin secara mandiri 

c. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 
online 

d. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan usia reproduksi 
pada Masa Pandemi melalui daring. 

e. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada 
Masa Pandemi melalui Virtual Meeting. 

f. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 

 
8) Efisiensi penggunaan anggaran 

Pagu alokasi untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga tahun 2021 
sebesar Rp. 5.219.545.000,- setelah recofusing menjadi Rp. 1.607.628.000,- 
hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai 
perencanaan awal, namun dapat dilaksanakan semaksimal mungkin baik yang 
dilaksanakan secara online, offline maupun blended learning. 

 
6. Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Lanjut Usia                                        

1) Definisi Operasional 
Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Usia Reproduksi dengan 
kriteria: 
a. Seluruh puskesmas membina posyandu lansia di 50% desa di wilayah kerjanya 
b. Minimal 50% Puskesmas yang ada di kabupaten/kota menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan santun lansia 
c. Kabupaten/kota mengembangkan Program Perawatan Jangka Panjang bagi 

Lansia di minimal 10% puskesmas dalam bentuk kegiatan: orientasi Program 
Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver 
informal 
 

2) Rumus/Cara Perhitungan 

Jumlah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Kesehatan Lanjut Usia yang 

memenuhi 3 kriteria dibagi jumlah kabupaten/kota dikali 100% 
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3) Capaian Indikator 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Data Komdat diunduh tanggal 3 Februari 2022 
 

Berdasarkan peta di atas, bahwa kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
pelayanan Kesehatan Lanjut Usia yang sudah lengkap 3 indikator adalah 16 
Kabupaten/Kota (capaian 59.25%) sudah diatas target yaitu 45% Kabupaten/Kota 
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.  
 

4) Upaya yang dilakukan 
a. Updating pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di masa pandemic COVID-19 
b. Skrinning Kesehatan Lansia dapat dilakukan secara mandiri melalui Gform 

yang dapat diisi oleh Lansia, Keluarga atau caregiver lansia atau terintegrasi 
dengan posbindu PTM atau Prolanis 

c. Orientasi PJP dan Panduan Praktis Caregiver lansia secara daring 
d. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 

online 
e. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan lanjut usia pada 

Masa Pandemi melalui daring. 
f. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada Masa 

Pandemi melalui Virtual Meeting. 
g. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 
 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
a. Belum semua Kab/kota seluruh puskesmasnya melakukan pembinaan 

posyandu lansia di 50% desa di wilayah kerjanya karena posyandu tidak 
dilaksanakan (2 Kabupaten/Kota belum semua puskesmas) 
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b. Belum semua Kab/kota dengan minimal 50% Puskesmas yang ada di 
kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia (2 
Kab/Kota belum 50% Puskesmas, pelaksanaan digabung dengan Poli Umum). 

c. 8 Kabupaten/kota belum melaksanakan orientasi Program Perawatan Jangka 
Panjang bagi Lansia dan panduan praktis bagi caregiver informal di minimal 
10% Puskesmas 
 

6) Kendala/Masalah yang dihadapi 
a. Kegiatan yang sifatnya harus tatap muka, terbatas dan disesuaikan dengan 

kondisi Pandemi COVID19, seperti AMP, Kelas Ibu Hamil/Balita, Posyandu, 
Homecare, Homevisit, deteksi resiko, skrinning Kesehatan 

b. Penambahan beban kerja petugas dalam Penanganan dan Penanggulangan 
COVID19 di Kab/Kota terutama petugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

c. Terbatasnya koordinasi dengan Kab/Kota (Dinkes/LP/LS tekait Puskesmas, 
dan Faskes lainnya) dalam penguatan/evaluasi pelayanan keluarga, dilakukan 
melalui virtual meeting 

 
7) Pemecahan Masalah 

a. Updating pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di masa pandemic COVID-19 
b. Skrinning Kesehatan Lansia dapat dilakukan secara mandiri melalui Gform 

yang dapat diisi oleh Lansia, Keluarga atau caregiver lansia atau terintegrasi 
dengan posbindu PTM atau Prolanis 

c. Orientasi PJP dan Panduan Praktis Caregiver lansia secara daring 
d. Bimtek dan pendampingan secara berkala baik dilaksanakan offline maupun 

online 
e. Sosialisasi terkait panduan/pedoman pelayanan kesehatan lanjut usia pada 

Masa Pandemi melalui daring. 
f. Advokasi dan Koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi terkait pada Masa 

Pandemi melalui Virtual Meeting. 
g. Membuat Panduan Protokol kesehatan Pelayanan Kesehatan Keluarga di 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 
 

8) Efisiensi penggunaan anggaran 
Pagu alokasi untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga tahun 2021 sebesar 
Rp. 5.219.545.000,- setelah recofusing menjadi Rp. 1.607.628.000,- hal ini 
menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan 
awal, namun dapat dilaksanakan semaksimal mungkin baik yang dilaksanakan 
secara online, offline maupun blended learning. 

 
Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat 
1. Presentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat 
1) Definisi Operasional:  

a. Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan 
berwawasan kesehatan. 
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Yaitu Kab/Kota telah memiliki/menerbitkan kebijakan Germas dan atau 
kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup 
ditetapkan oleh Pemda (bupati/walikota) mencakup 5 klaster germas. 
Kebijakan berwawasan kesehatan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota/Kepala 
OPD berupa Peraturan/Surat Keputusan/ Instruksi/Surat Edaran yang 
mendukung salah satu klaster germas. 
 

b. Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dlm mendukung Germas, minimal 3 
kali setahun dgn melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya 
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau Mitra Potensial. 
Yaitu kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster 
Germas dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), 
UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, PosUKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra 
potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, 
organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll) dan 
dilakukan minimal 3 (tiga) kali setahun. 
 

2) Rumus/Cara perhitungan: 
a. Kebijakan Germas 

 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Regulasi Germas   
 _____________________________________________  x 100%  

 Jumlah Kab/kota se Jabar          
 
b. Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan kabijakan Germas 

 
Jumlah Kabkota yg Implementasikan Kebijakan Germas       
_______________________________________________ x 100%  
Jumlah Kabkota             

  
3) Capaian Indikator : 

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
- Target Provinsi tahun 2021: 50%, Realisasi Kinerja tahun 2021: 85% (23 

Kab/Kota dari 27 Kab/Kota) 
- Target Provinsi tahun 2021: 50%, Kabupaten/Kota yang menerapkan 

Kebijakan Germas sebanyak 27 Kab/kota (100%) 
 

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn tahun 
lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). 
Capaian Kinerja 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 
25% 55,5% 

(15Kab/kota) 
30% 
 

85% 
(23Kab/kota) 

50% 85% 
(23Kab/kota) 

 
Bila melihat perkembangan capaian Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Germas 
dalam 3 (tiga) tahun terakhir setiap tahunnya mengalami peningkatan realisasi 
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kinerja dan melebihi dari target yang ditetapkan. Tahun 2019 realisasi 55,5% 
mengalami peningkatan sebesar 29,5% menjadi 85% di tahun 2020, Adapun 
tahun 2021 karena dampak Pandemi Covid-19 kegiatan advokasi dilaksanakan 
secara daring sehingga advokasi ke daerah tidak maksimal. 
 

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn target 
jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 
Realisaisi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 Kabupaten Kota yang memiliki 
Kebijakan Germas sesuai sebesar 85% sedangkan target jangka menengah yang 
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 50%.  
 

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 
Realisasi kinerja tahun 2021: Realisaisi kinerja tahun 2021 sebesar 85% 
sedangkan target/standar nasional sebesar 30%, melebihi target nasional sebesar 
20%, yaitu target Provinsi Jawa Barat sebesar 50%. 

e) Membandingkan dengan satker lain yang sejenis 
- 

f) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 
serta alternative solusi yang telah dilakukan. 
Pencapaian target kinerja kegiatan germas hal ini dikarenakan adanya kolaborasi 
antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lintas sector, lintas program, akademisi, 
organisasi masyarakat, media dan Dunia Usaha. 
- Evaluasi capaian kinerja tahun 2021, identifikasi Kabupaten/Kota yang sudah 

memiliki Kebijakan Germas atau yang berwawasan Kesehatan. 
- Rapat koordinasi Forum Koordinasi  Germas dengan Lintas Sektor Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. ( Dinas Kesehatan, Bagian Kesra setda, Diskominfo, Dinas 
Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemukiman & Perumahan, TNI, 
POLRI, Dinas Pendidikan) 

- Pertemuan Forum Komunikasi (FORKOM) Kesehatan Germas Tingkat Provinsi 
Jawa Barat yang terdiri dari Ormas Keagamaan, LSM peduli Kesehatan, 
Organisasi Profesi, media, Institusi Pendidikan dan Dunia Usaha 

- Rapat koordinasi internal Kesehatan Seksi Promkes dan Kabid Kesmas 
Kabupaten/Kota. 

- Pendampingan Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kebijakan Germas atau 
Kabupaten/Kota yang akan meningkatkan Regulasi melalui kegiatan Intervensi 
Implementasi Germas di2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bandung dan 
Kota Cimahi. 

- Implementasi Germas melalui Kegiatan Gerakan Bersama (GEMA) Jabar 
Lawan Covid-19 dan GEMA 3M (Memakai Masker, Mencuci tangan pakai 
sabun dan Menjaga Jarak) dilanjutkan dengan Kegiatan GEBER ( Gerakan 
Bersama ) sebagai edukasi dan kampanye Protokol Kesehatan dan 5M Plus 
Vaksinasi Covid-19 

- Keberhasilan pencapaian target kinerja dikarenakan adanya komitmen dari 
pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota 
yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab teknis dari 
Germas senta dan OPD/ Lintas Sektor. 
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g) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

Pagu anggaran murni tahun 2020 sebesar Rp.5.061.215.000 -  Setelah recofusing 
menjadi Rp. 1.149.690.000, hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa 
dilaksanakan sesuai perencanaan awal, namun dapat disiasati dengan pertemuan 
melalui daring/online. Khususnya untuk kegiatan Pembinaan Germas setelah 
recofusing anggaran yang semula daerah intervensi berjumlah 10 (sepuluh) 
menjadi 2 (dua) Kabupaten kota. 
 

h) Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 
pencapaian peryataan kinerja. 
Keberhasilan dalam peningkatan pencapaian target melalui kegiatan Gerakan 
Masyarakat (GEMA) JABAR Lawan Covid-19/GEMA 3M dan GEBER 5M Plus 
Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan serentak melibatkan para pimpinan daerah 
di 27 Kabupaten/Kota dan 1.093 Puskesmas di Jawa Barat. 
 

4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 
- Rakor Germas Tingkat Provinsi Jawa Barat secara daring 
- Penyebarluasan Informasi Melalui Berbagai Media 
- Penggalangan Kemitraan Dengan Ormas Dan Organisasi Profesi 
- Kolaborasi Dinkes Dengan PKK 
- Kampanye Gaya Hidup Sehat Tingkat Prov Jabar 
- Pembinaan Implementasi Kebijakan Germas melalui monitoring dan evaluasi 

melalui pendampingan Pembudayaan Germas di Kab./Kota  
- Penyebarluasan informasi Kesehatan melalui berbagai media. 
- Implementasi Kebijakan Germas melalui Kelompok Masyarakat yang 

Diberdayakan Dalam Germas ( Fasilitasi Implementasi Pembudayaan Germas 
di Pesantren yaitu Pesantren Al Kautsar Kota Banjar, Pesantren Attawazun 
Kabupaten Subang dan Pesantren Al Marzukiyyah Kabupaten Sumedang) 
 

5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 
Analisa penyebab keberhasilan adalanya adanya koordinasi dengan lintas sector dan 
kolaborasi melalui kemitraan dengan Organisasi Profesi, akademisi, organisasi 
masyarakat dan dunia usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FORKOM) 
Kesehatan. 
 

6) Kendala/masalah yang dihadapi 
- Belum Semua Kabupaten/Kota Memiliki Regulasi Germas (24 Kab/kota) yaitu 

Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kota Sukabumi 
- Advokasi Kadang Tidak Tepat Sasaran (Kesibukan Pengambil Kebijakan) 
- Belum Semua Kabupaten/Kota Komitmen Pada Promotif Preventif. 
- Belum Optimalnya Upaya Kegiatan Germas Non Kesehatan 

 
7) Pemecahan Masalah 

- Meningkatkan Koordinasi dengan Lintas Sektor terutama Bappeda sebagai 
Leading /Koordinator dari Kegiatan GERMAS. 
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- Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota, Akademisi, Ormas, Organisasi Profesi dan 
Swasta. 
 

8) Efisiensi penggunaan sumber daya 
Efisiensi penggunaan sumber daya dari anggaran awal Rp. 5.061.215.000 menjadi 
1.149.690.000 pada pelaksanaannya digunakan semakimal mungkin, kegiatan lebih 
banyak melalui daring/online dengan realisasi anggaran Rp. 1.028.470.000,- (89,4%) 
namun pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dari anggaran setelah efisiensi. 
 

 
Presentasi Kab/Kota melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif 
1) Definisi Operasional:  

- Melakukan kegiatan rutin Posyandu minimal 8x/tahun 

- Memiliki minimal 5 orang kader 

- 3 dari 4 layanan (Gizi, KIA, KB dan Imunisasi) di Posyandu memenuhi cakupan 
minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun 

- Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan  

- Mengembangkan kegiatan tambahan 

 
2) Rumus/Cara perhitungan:  

 
Jumlah Posyandu Aktif             52.393 
___________________ x 100%    ______ x 100%   = 99,3% 
Jumlah Posyandu    52.432 

3) Capaian Indikator:  99,3% 
a)   Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

Prosentasi Kab/Kota melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif, target yang 
ditetapkan di Provinsi Jawa Barat sebesar 55% dan realisasi konerja tahun 2020 
adalah 99.3% 
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b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dgn tahun 

lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun). 
 

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 
 98,3% 55 98,3% 10% 99,3% 

   
Bila melihat capaian kinerja Prosentasi Kab/Kota melaksanakan pembinaan 
Posyandu Aktif setiap tahun nya mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir setiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2019 realisasi sebesar 
98,3%, tahun 2020 sebesar 98,3%  sedangkan tahun 2021 meningkat sebesar 1% 
menjadi 99,3%. 
 

c) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 
target jangka menengah yg terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 
organisasi. 
Realisaisi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 Kab/Kota melaksanakan 
pembinaan Posyandu Aktif sebesar 99,3% sedangkan target jangka menengah 
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi target nasional  
sebesar 70%, sedangkan target provinsi sebesar 10% melihat kondisi ini terdapat 
kesenjangan dalam penetapan target.  
 
 

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. 
Realisaisi kinerja tahun 2021 sebesar 99,3% sedangkan target / standar nasional 
sebesar 70%, melebihi target nasional sebesar 29,3% 
 

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 
serta alternative solusi yang telah dilakukan. 
Pencapaian target kinerja Posyandu Aktif ini dikarenakan beberapa hal yaitu 
adanya kolaborasi antara Lintas sector Provinsi dan Kabupaten/Kota, lintas 
program, akademisi dan swasta (CSR). 
 

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 
Pagu anggaran murni tahun 2020 sebesar Rp. 5.061.215.000 -  Setelah recofusing 
menjadi Rp. 1.149.690.000 , hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa 
dilaksanakan sesuai perencanaan awal, namun dapat disiasati dengan pertemuan 
melalui daring/online. Khususnya untuk kegiatan Penguatan Posyandu di 
Kabupaten/Kota setelah recofusing anggaran yang semula ada menjadi tidak ada. 
 

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 
pencapaian peryataan kinerja. 
Keberhasilan dalam peningkatan pencapaian target Kab/Kota melaksanakan 
pembinaan Posyandu Aktif melalui kolaborasi dengan Lintas Sektor dan TP PKK 
Provinsi Jawa Barat serta komitmen dari pemerintah daerah. 
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4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 

- Rapat koordinasi Penguatan Posyandu tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. 
- Rapat koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota 
- Rapat koordinasi Evaluasi internal Kesehatan Seksi Promkes dan Kabid Kesmas 

Kabupaten/Kota. 
- Pembinaan terpadu melalui kegiatan Lomba Posyandu, Penilaian Kestuan Gerak 

PKK, KB & Kesehatan, Penilaian Program P2WKSS, Lomba Posyandu dan 
Kabupaten/Kota Sehat. 

- Pembinaan melalui suppoting Revitalisasi Posyandu. 
- Penyebarluasan informasi kesehatanmelalui berbagai media 

 
5) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan 

Analisa penyebab keberhasilan adalanya adanya koordinasi dengan lintas sector 
melalui Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dan kolaborasi 
melalui kemitraan dengan Organisasi Profesi dan akademisi. 

 
6) Kendala/masalah yang dihadapi 

Dalam situasi Pandemi COVID-19 banyak keterbatasan dalam pelaksanaan Program 
Pemberdayaan Masyarakat termasuk Kegiatan Posyandu, terutama dengan lokasi 
Zona merah) 
 
 
 

7) Pemecahan Masalah 
- Kegiatan Posyandu untuk sementara di hentikan namun pemantauan tetap 

berjalan dengan pemriksaan secara mandiri yang dipantau oleh petugas 
Puskesmas. 

- Meningkatkan Koordinasi dengan Lintas Sektor terutama dengan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa (DPMPD) dalam peningkatan 
Peran Pokjanal Posyandu 

- Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota, PKK, Akademisi, Ormas, Organisasi Profesi 
dan Swasta. 
 

8) Efisiensi penggunaan sumber daya 
Efisiensi penggunaan sumber daya dari anggaran awal Rp. 5.061.215.000 menjadi 
Rp. 1.149.690.000 pada pelaksnaannya digunakan semakimal mungkin, kegiatan 
lebih banyak melalui daring/online dengan realisasi anggaran Rp. 1.028.470.000 
(89,45 %) namun pelaksanaan kegiatan mencapai 100% dari anggaran setelah 
efisiensi. 
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Penyehatan Lingkungan 

No 
Indikator 

Program/Kegiatan 
Uraian Capaian Target Realisasi Capaian 

1 1. Persentase 
Desa/Kelurahan 
Stop Buang Air 
Besar 
Sembarangan 
(SBS) 

 
2. Jumlah Kab/Kota 

Sehat (KKS) 
 
 
 
 

3. Persentase Sarana 
Air Minum yang 
diawasi / diperiksa 
sesuai standar 

 
4. Jumlah Fasyankes 

yang memiliki 
Pengelolaan 
Limbah Medis 
sesuai standar 

 
5. Persentase Tempat 

Pengelolaan 
Pangan (TPP) yang 
memenuhi syarat 
sesuai standar 

 
6. Persentase Tempat 

dan Fasilitas Umum 
(TFU) yang 
dilakukan 
pengawasan sesuai 
standar 

Minimal 65% Desa/Kelurahan 
di wilayah Jawa Barat telah 
Stop Buang Air Besar 
Sembarangan (Telah di 
verifikasi ODF/SBS) 
 
 
Kabupaten/Kota di Jawa 
Baratminimal telah 
menyelenggarakan 
Kabupaten/Kota sehat 
sebanyak 18 Kab/Kota 
 
Minimal 45% Sarana Air 
Minum di Jawa Barat telah 
diawasi / diperiksa sesuai 
standar 
 
Jumlah Fasyankes yang sudah 
melakukan Pengelolaan 
Limbah Medis sesuai standar 
minimal 170 Fasyankes 
 
 
Minimal 35% TPP di Jawa 
Barat harus memenuhi syarat 
sesuai standar 
 
 
 
Minimal 70% TFU di Jawa 
Barat yang dilakukan 
pengawasan sesuai standar 

65% 
 
 
 
 

 
 

18 Kab/Kota 
 
 

 
 

 
45% 

 
 

 
 

170 
 
 

 
 
 

40% 
 
 
 

 
 

70% 

66% 
 
 
 
 

 
 

17 Kab/Kota 
 
 
 

 
 

80.03% 
 
 
 

 
231 

 
 
 
 

 
34.66% 

 
 
 
 

 
43.95%  

101.54% 
 
 
 
 
 

 
94.44% 

 
 
 

 
 

177.84% 
 

 
 
 

135,81% 
 

 
 
 
 
86.65% 

 
 
 

 
 

62.78% 

 
Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator Penyehatan Lingkungan: 
1. Melakukan advokasi, sosialisasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota 
2. Melakukan pembinaan teknis dan memfasilitasi (pendampingan) dalam pengisian 

data-data Kesehatan Lingkungan ke dalam aplikasi pelaporan e-monev STBM, e-
PKAM, e-monev HSP, E-SATU dan e-monev limbah medis.  

 
Analisis penyebab keberhasilan:  

1. Koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait sangat memegang peranan 
penting 

2. Pembinaan teknis dan monitoring evaluasi juga ikut berpengaruh terhadap capaian 
keberhasilan program 
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Pemecahan masalah: 
1. Koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor lebih ditingkatkan lagi 
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan (Orientasi) 

terutama orientasi yang berbasis data aplikasi 
 
Efsiensi Penggunaan Sumber Daya: 

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti melakukan Orientasi atau On The 
Job Training program-program Kesehatan Lingkungan (terutama untuk pelaporan 
data berbasis aplikasi) 

2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk digunakan sesuai skala prioritas 
program 

3. Efektifitas & efisiensi kegiatan mengingat masih kondisi pandemic Covid-19 
 

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 
1) Definisi Operasional 

Capaian keluaran kegiatan diukur dari Realisasi Volume Keluaran (RVK) dan 
realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata 
geometrik. 
 

2) Rumus/Cara perhitungan: Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x 
realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan 
 

3) Capaian Indikator 
INDIKATOR TARGET NILAI SMART         IKPA 

Nilai kinerja RKAKL 
Program Kesehatan 
Masyarakat 

       80%       88.13% 67.22% 

 
4) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator 

Untuk mencapai indicator dalam Nilai kinerja penganggaran telah dilakukan 
dengan berkoordinasi antara petugas yeng ditetapkan 
 

5)   Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan. 
Secara pencapai indicator kinerja telah tercapai dengan baik tetapi dalam 
penyerapan anggaran belum maksimal karena ada beberapa dana yang tidak 
dapat diserap serta pelaksanaan kegiatan terdapat gap dengan rencana 
penarikan anggaran. 
 

6)  Kendala/masalah yang dihadapi 
Dalam pelaksanaan  kegiatan  Dukungan  Manajemen ada beberapa masalah 
yang dihadap seperti petugas Satker merangkap dengan pengelola program, 
terbatasnya SDM yang ada 
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7)  Pemecahan Masalah 
Memaksimalkan tenaga yang ada dengan penjadwalan masing petugas antara 
tugas sebagai pengelola satker dan pengelola program 
 

8)  Efisiensi penggunaan sumber daya 
Sudah cukup efisien dalam pelaksanaan kegiatan 

 
 

3.2 Realisasi Anggaran 
Berdasarkan laporan realisasi anggaran pada tahun 2021, realisasi netto Program 
Kesehatan Masyarakat Satker 03 Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp 
4.233.425.170 (92,15%). Dengan rincian per kegiatan seperti diuraikan terlampir. 

Realisasi berdasarkan Laporan SAS tahun 2021, untuk program Kesehatan 
Masyarakan dan Dukungan Manajemen sebesar Rp 4.278.837.270, 
pengembalian sisa belanja sebesar Rp 45.412.100,- sehingga untuk realisasi 
tahun 2021 sebesar Rp 4.233.425.170 (92,15%) 

Berdasarkan tabel di atas, untuk realisasi paling tinggi adalah kegiatan 
Penyehatan Lingkungan yaitu sebesar 99,50% dan realisasi rendah yaitu Kegiatan 
Pembinaan Gizi Masyarakat sebesar 84.7%. Beberapa kendala yang dihadapi 
selain pembatasan kegiatan karena Pandemi COVID-19 juga ada kegiatan yang 
sudah direncanakan tatap muka namun tidak bisa dilaksanakan yaitu pertemuan 
surveilans gizi. Selain itu, realisasi rendah karena ada beberapa belanja yang tidak 
diserap atau dikembalikan (efisiensi). 
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BAB 4 
PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 
1. Pencapaian kinerja Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2020 telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah 
ditetapkan dengan rata –rata capaian kinerja sebesar 85% 

2. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Bidang Kesmas Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Barat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari 21 Indikator 
kinerja sasaran Program Kesmas Tahun 2020, sebanyak 13 indikator telah 
melebihi target yang ditetapkan, 8 indikator belum mencapai target. 

3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang Kesmas 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 diketahui bahwa kinerja 
anggaran Program Kesmas sebesar 95.47%, dengan realisasi 86.45% dengan 
realisasi tertinggi pada Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar 
99.12% dan realisasi paling rendah pada kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat 
yakni sebesar 66.40%. 

4. Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi bahwa Puskesmas, Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi telah 
melaksanakan kegiatan program kesehatan keluarga sejak perencanaan (P1), 
penggerakkan dan pelaksanaan (P2), pemantauan, pengawasan dan 
pengendalian (P3) sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengacu 
kepada RPJMN/RPJMD. 

5. Proses kegiatan program kesehatan masyarakat yang dilakukan sesuai 
ketentuan, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlaksana secara 
optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya. 

6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan telah diupayakan oleh 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan mendapatkan dukungan dan 
pembinaan oleh Dinas  Kesehatan Kabupaten Kota, dan disinergikan dengan 
upaya akreditasi puskesmas, diantaranya pemenuhan pedoman dan 
kebijakan, ketersediaan SOP, ketersediaan sarana, prasarana, logistik dan 
obat obatan dll. 

7. Keberhasilan capaian indikator program kesehatan masyarakat yang belum 
optimal capaiannya dikarenakan berbagai kendala sumber daya termasuk 
penguatan kolaborasi lintas sektor terkait. 

8. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi telah menjalin kemitraan, 
koordinasi dalam sinergitas dan integrasi kegiatan program kesehatan 
keluarga dengan LS/LP dan stake holder terkait termasuk para praktisi, LSM, 
organisasi profesi dan dunia usaha dalam hal implementasi dan 
pengembangan program kesehatan masyarakat. 
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4.2 Tindak Lanjut 
a. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat 

secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan lintas program baik yang bersifat 
teknis maupun manajemen program. 

b. Mengupayakan supervisi fasilitatif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat 
bersama para fasilitator / mentor yang ada di tingkat provinsi dalam rangka 
Jaga Mutu Pelayanan Kesehatan Keluarga sesuai standar yang ditetapkan 

c. Memfasilitasi Dinas Kabupaten Kota dalam pengembangan dan revitalisasi 
program kesehatan masyarakat yang terintegrasi dan terpadu baik lintas 
program/ lintas sektor,stake holder terkait,  perguruan tinggi dan dunia usaha. 

d. Mapping kesiapan kabupaten kota dalam pelayanan kesehatan masyarakat 
berdasarkan pemetaan yang sudah dibuat oleh kabupaten kota  

e. Menyelenggarakan dan mensinergikan kegiatan sosialisasi, orientasi, 
kalakarya dan pelatihan dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat 
terhadap petugas kesehatan. 

f. Memotivasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam pengembangan inovasi 
program kesehatan masyarakat tingkat kabupaten kota dalam rangka 
akselerasi 

g. Memaksimal penggunaan Sumber Daya, dengan kegiatan terintegrasi, 
kegiatan yang berbasis penggerakan, perubahan perilaku, dan peningkatan 
kapasitas SDM pengelola Kesja OR, Kader, dll, dengan menggunakan 
berbagai sumber anggaran di daerah untuk pencapaian indikator Kesja OR 

h. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti melakukan Orientasi atau On 
The Job Training program-program Kesehatan Lingkungan. 

 
 

Demikian  Laporan  Kinerja  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat  (Dana  
Dekonsentrasi Satker 03) Tahun 2021 disusun sebagai bahan masukan untuk 
penyusunan perencanaan tahun berikutnya. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
 
 
 



Bulan :

LAPORAN REALISASI 
DINAS KESEHATAN PROP. JAWA BARAT

Desember

Uraian
Pagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]

          4.488.191.000           4.139.047.770             349.143.230DD Program Kesehatan Masyarakat
            948.600.000             803.243.500             145.356.5002080 Pembinaan Gizi Masyarakat
            274.790.000             245.296.400              29.493.6002080.QKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
            274.790.000             245.296.400              29.493.6002080.QKA.504 Surveilans gizi yang ditingkatkan kualitasnya

   052 Pelaksanaan Surveilans Gizi             274.790.000             245.296.400              29.493.600
      A ORIENTASI ANALISIS DAN PEMANFATAN SURVEILNAS GIZI              25.200.000              17.400.000               7.800.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              25.200.000              17.400.000               7.800.000
      B DISEMINASI INFORMASI HASIL SURVEILANS GIZI               5.400.000               5.400.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               5.400.000               5.400.000                       0
      C PELACAKAN DAN KONFIRMASI MASALAH GIZI DAN MONEV KEGIATAN GIZI             201.690.000             186.876.400              14.813.600
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa             197.640.000             186.876.400              10.763.600
         524113  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               4.050.000                       0               4.050.000
      D ORIENTASI PENILAIAN PERTUMBUHAN BALITA              10.800.000              10.800.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              10.800.000              10.800.000                       0
      E KONSULTASI DAN MENGIKUTI KEGIATAN DI PUSAT              31.700.000              24.820.000               6.880.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              25.700.000              24.820.000                 880.000
         524119  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar               6.000.000                       0               6.000.000

            673.810.000             557.947.100             115.862.9002080.SCI Pelatihan Bidang Pendidikan
            326.400.000             280.944.000              45.456.0002080.SCI.001 Tenaga Kesehatan yang dilatih Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak

   051 Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)             326.400.000             280.944.000              45.456.000
      A TANPA SUB KOMPONEN             326.400.000             280.944.000              45.456.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan              18.440.000              12.788.000               5.652.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              66.800.000              56.400.000              10.400.000
         524113  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               8.360.000                 440.000               7.920.000
         524114  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam             232.800.000             211.316.000              21.484.000

            347.410.000             277.003.100              70.406.9002080.SCI.002 Tenaga kesehatan yang dilatih Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk
   051 Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk pada Balita             347.410.000             277.003.100              70.406.900
      A TANPA SUB KOMPONEN             347.410.000             277.003.100              70.406.900
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan              10.900.000               4.565.800               6.334.200
         521213  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Honor Output Kegiatan               2.000.000               1.000.000               1.000.000
         521219  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya              16.170.000              14.479.300               1.690.700
         522141  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Sewa              25.600.000                       0              25.600.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              57.600.000              55.600.000               2.000.000
         522191  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Lainnya               2.100.000               2.000.000                 100.000
         524113  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               3.600.000                       0               3.600.000
         524114  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam             229.440.000             199.358.000              30.082.000

          1.026.764.000             994.953.400              31.810.6002089 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
            106.850.000             101.008.000               5.842.0002089.PEF Sosialisasi dan Diseminasi
            106.850.000             101.008.000               5.842.0002089.PEF.001 Orang yang diberi Sosialisasi dan diseminasi Terkait Kesehatan Kerja

   052 Pelaksanaan Sosialisasi dan DIseminasi Kesehatan Kerja             106.850.000             101.008.000               5.842.000
      A Koordinasi Kesehatan kerja dan Workshop K3 Perkantoran             106.850.000             101.008.000               5.842.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               7.850.000               7.850.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              24.400.000              24.400.000                       0
         524119  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar              74.600.000              68.758.000               5.842.000

            919.914.000             893.945.400              25.968.6002089.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
            253.137.000             252.961.000                 176.0002089.UBA.001 Provinsi / Kab Kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan

   052 Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kesehatan kerja             253.137.000             252.961.000                 176.000
      A Orientasi Pos UKK Online               4.300.000               4.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               4.300.000               4.300.000                       0
      B Penilaian Pos UKK Tingkat Provinsi             190.687.000             190.537.000                 150.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan                 947.000                 947.000                       0
         521219  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Barang Non Operasional Lainnya               6.000.000               6.000.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa             183.740.000             183.590.000                 150.000
      C Sosialisasi Pekerja Perempuan Online               3.400.000               3.400.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               3.400.000               3.400.000                       0
      D Monev MBH/Kesja              54.750.000              54.724.000                  26.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              54.750.000              54.724.000                  26.000

            302.714.000             289.550.000              13.164.0002089.UBA.002 Provinsi / Kab Kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan
   055 Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan pencegahan TB di tempat kerja             302.714.000             289.550.000              13.164.000
      A Pembekalan Kader Pos UKK              98.060.000              85.666.000              12.394.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               7.720.000               4.530.000               3.190.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               5.400.000               4.500.000                 900.000
         524119  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar              84.940.000              76.636.000               8.304.000
      B Monitoring Evaluasi Pelaksanaan TB di Tempat Kerja             204.654.000             203.884.000                 770.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan              28.317.000              27.700.000                 617.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa             176.337.000             176.184.000                 153.000

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
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            136.438.000             129.142.500               7.295.5002089.UBA.004 Provinsi yang difasilitasi dan dibina terkait penguatan Aktivitas Fisik Anak
   052 Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penguatan aktivitas fisik anak             136.438.000             129.142.500               7.295.500
      A Orientasi Pembinaan Kebugaran Jasmani Anak Sekolah              73.350.000              66.404.000               6.946.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               4.430.000               3.600.000                 830.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               8.600.000               7.700.000                 900.000
         524119  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar              60.320.000              55.104.000               5.216.000
      B FGD Pembinaan Kebugaran Jasmani Anak Sekolah              63.088.000              62.738.500                 349.500
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan              15.008.000              14.664.500                 343.500
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              48.080.000              48.074.000                   6.000

            227.625.000             222.291.900               5.333.1002089.UBA.005 Provinsi/Kab/kota yang difasilitasi dan dibina terkait pelaksanaan kesehatan
   052 Pelaksanaan fasiitasi dan pembinaan kesehatan olahraga             227.625.000             222.291.900               5.333.100
      B Pembinaan Teknis Kebugaran ASN              45.000.000              42.146.000               2.854.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan              25.700.000              23.160.000               2.540.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              19.300.000              18.986.000                 314.000
      C Pembinaan Kebugaran Jemaah Haji             182.625.000             180.145.900               2.479.100
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan              28.185.000              28.011.900                 173.100
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa             142.740.000             142.684.000                  56.000
         524113  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              11.700.000               9.450.000               2.250.000

          1.168.573.000           1.118.742.870              49.830.1305832 Pembinaan Kesehatan Keluarga
            105.100.000              94.104.000              10.996.0005832.AEA Koordinasi
             96.500.000              88.004.000               8.496.0005832.AEA.001 Komitmen/Kesepahaman Kab/Kota Terhadap Peningkatan Pelayanan

   055 Pendampingan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal              96.500.000              88.004.000               8.496.000
      A Rapat Persiapan Tk. Provinsi               5.400.000               5.400.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               5.400.000               5.400.000                       0
      B Pendampingan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal ke Kab/Kota              83.200.000              82.604.000                 596.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              83.200.000              82.604.000                 596.000
      C Rapat Pembahasan Hasil Pendampingan (Evaluasi) Tk. Provinsi               7.900.000                       0               7.900.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               7.900.000                       0               7.900.000

              8.600.000               6.100.000               2.500.0005832.AEA.011 Stakeholder Tersosialisasi Standar Pelayanan Kesehatan Lansia yang
   052 Sosialisasi/Advokasi/Koordinasi Program Pengembangan Kesehatan Lansia               8.600.000               6.100.000               2.500.000
      A Pertemuan Koordinasi LP/LS Program Lansia Tingkat Provinsi               8.600.000               6.100.000               2.500.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               8.600.000               6.100.000               2.500.000

            641.550.000             620.210.000              21.340.0005832.DCI Pelatihan Bidang Pendidikan
              8.400.000               8.100.000                 300.0005832.DCI.003 Tenaga Kesehatan Terorientasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon

   051 Orientasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon               8.400.000               8.100.000                 300.000
      A Pertemuan AMP di Tingkat Provinsi               8.400.000               8.100.000                 300.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               8.400.000               8.100.000                 300.000

            306.000.000             298.335.400               7.664.6005832.DCI.005 Tenaga Kesehatan Terorientasi SDM Dalam Pelayanan Kesehatan Maternal dan
   051 Orientasi SDM Dalam Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal             306.000.000             298.335.400               7.664.600
      A Sesi Materi (Online)              43.000.000              38.500.000               4.500.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              43.000.000              38.500.000               4.500.000
      B On The Job Training (Offline)             263.000.000             259.835.400               3.164.600
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               8.000.000               7.640.400                 359.600
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi             135.000.000             132.300.000               2.700.000
         522191  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Lainnya              30.000.000              29.895.000                 105.000
         524113  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              90.000.000              90.000.000                       0

             15.600.000               7.200.000               8.400.0005832.DCI.010 Tenaga Kesehatan Terorientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon
   051 Orientasi Penguatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon              15.600.000               7.200.000               8.400.000
      A TANPA SUB KOMPONEN              15.600.000               7.200.000               8.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              15.600.000               7.200.000               8.400.000

            280.950.000             276.674.600               4.275.4005832.DCI.020 Tenaga kesehatan terorientasi tatalaksana penyebab terbanyak kematian bayi
   054 Orientasi Tatalaksana Penyebab Terbanyak Kematian Bayi             280.950.000             276.674.600               4.275.400
      A Sesi Materi (Online)              28.500.000              28.500.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              28.500.000              28.500.000                       0
      B On The Job Training (Offline)             252.450.000             248.174.600               4.275.400
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               9.000.000               8.274.600                 725.400
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi             124.200.000             124.200.000                       0
         522191  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Lainnya              45.000.000              43.400.000               1.600.000
         524113  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              74.250.000              72.300.000               1.950.000

             30.600.000              29.900.000                 700.0005832.DCI.021 Tenaga kesehatan terorientasi deteksi dini TB melalui pemantauan tumbuh
   052 Orientasi Penguatan Deteksi Dini TB Balita Melalui Pemantauan Tumbuh              30.600.000              29.900.000                 700.000
      A TANPA SUB KOMPONEN              30.600.000              29.900.000                 700.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              30.600.000              29.900.000                 700.000

             39.810.000              38.736.000               1.074.0005832.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
             39.810.000              38.736.000               1.074.0005832.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi BMN Kesehatan Keluarga

   051 Evaluasi BMN Kesehatan Keluarga              39.810.000              38.736.000               1.074.000
      A TANPA SUB KOMPONEN              39.810.000              38.736.000               1.074.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              39.810.000              38.736.000               1.074.000

            382.113.000             365.692.870              16.420.1305832.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
            100.000.000              85.191.310              14.808.6905832.FBA.004 Puskesmas Mampu PKPR

   051 Pertemuan Penguatan Posyandu Remaja             100.000.000              85.191.310              14.808.690
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      A TANPA SUB KOMPONEN             100.000.000              85.191.310              14.808.690
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               2.200.000               2.007.310                 192.690
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              23.000.000               9.900.000              13.100.000
         524114  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam              74.800.000              73.284.000               1.516.000

            282.113.000             280.501.560               1.611.4405832.FBA.012 Pembinaan Daerah pada Kesehatan Keluarga
   051 Pendampingan Kesehatan Keluarga             282.113.000             280.501.560               1.611.440
      A Pendampingan Provinsi ke Kabupaten/Kota             282.113.000             280.501.560               1.611.440
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan                 953.000                 949.560                   3.440
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa             281.160.000             279.552.000               1.608.000

          1.149.690.000           1.028.470.000             121.220.0005833 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
            671.050.000             603.230.000              67.820.0005833.PEH Promosi
            671.050.000             603.230.000              67.820.0005833.PEH.001 Promosi Peningkatan Literasi Germas melalui berbagai media

   067 Penyebarluasan Informasi Kesehatan, Germas, Posyandu, dan Stunting             671.050.000             603.230.000              67.820.000
      A Melalui Media Elektronik              63.000.000              63.000.000                       0
         522191  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Lainnya              63.000.000              63.000.000                       0
      B Melalui Media Sosial              45.000.000                       0              45.000.000
         522192  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19              45.000.000                       0              45.000.000
      C Melalui Media Luar Ruang             409.300.000             399.030.000              10.270.000
         522191  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Lainnya             409.300.000             399.030.000              10.270.000
      D Melaui Media Merhandise             153.750.000             141.200.000              12.550.000
         521811  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi             153.750.000             141.200.000              12.550.000

            478.640.000             425.240.000              53.400.0005833.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
            478.640.000             425.240.000              53.400.0005833.QDD.001Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Germas

   055 Fasilitasi Implementasi Kebijakan Germas di Provinsi             478.640.000             425.240.000              53.400.000
      A Orientasi/Pembekalan Kader Pesantren             165.720.000             160.320.000               5.400.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan              61.500.000              61.500.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              27.000.000              21.600.000               5.400.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              77.220.000              77.220.000                       0
      B Musyawarah Masyarakat Pesantren (MMP),  Perencanaan Kegiatan,             226.470.000             180.330.000              46.140.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan              63.000.000              61.500.000               1.500.000
         521241  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan              51.450.000              40.050.000              11.400.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi              13.500.000              11.700.000               1.800.000
         522191  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Lainnya              21.300.000                       0              21.300.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              77.220.000              67.080.000              10.140.000
      C Monitoring dan Evaluasi              86.450.000              84.590.000               1.860.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               2.750.000               2.700.000                  50.000
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               4.300.000               2.700.000               1.600.000
         524114  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam              79.400.000              79.190.000                 210.000

            194.564.000             193.638.000                 926.0005834 Penyehatan Lingkungan
             38.304.000              38.238.000                  66.0005834.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
             15.030.000              15.012.000                  18.0005834.FBA.001 Kabupaten/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Tempat

   051 Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) oleh Daerah              15.030.000              15.012.000                  18.000
      A Peningkatan Kapasitas Sanitarian/Petugas Kesling Puskesmas dalam               3.600.000               3.600.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               3.600.000               3.600.000                       0
      B Koordinasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan              11.430.000              11.412.000                  18.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              11.430.000              11.412.000                  18.000

             23.274.000              23.226.000                  48.0005834.FBA.002 Kabupaten/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Tempat
   051 Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU) oleh Daerah              23.274.000              23.226.000                  48.000
      A Jejaring TFU (Puskesmas, Pasar dan Sekolah)               3.600.000               3.600.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               3.600.000               3.600.000                       0
      B Fasilitasi Pendampingan Monev TFU di Jawa Barat              19.674.000              19.626.000                  48.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan                 624.000                 624.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              19.050.000              19.002.000                  48.000

            156.260.000             155.400.000                 860.0005834.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
             22.800.000              22.722.000                  78.0005834.UBA.001 Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis

   051 Pelaksanaan Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di              22.800.000              22.722.000                  78.000
      B Advokasi dan Verifikasi Kab/Kota ODF dan 5 Pilar STBM              22.800.000              22.722.000                  78.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               3.750.000               3.750.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              19.050.000              18.972.000                  78.000

             23.350.000              23.328.000                  22.0005834.UBA.002 Kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Kabupaten/Kota
   051 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Daerah              23.350.000              23.328.000                  22.000
      A Sosialisasi Penyelenggaraan KKS               4.300.000               4.300.000                       0
         522151  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Jasa Profesi               4.300.000               4.300.000                       0
      B Monitoring dan Evaluasi KKS              19.050.000              19.028.000                  22.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              19.050.000              19.028.000                  22.000

             35.790.000              35.770.000                  20.0005834.UBA.003 Kab/kota yang difaasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Sarana Air Minum
   051 Pengawasan Sarana Air Minum (SAM) oleh Daerah              35.790.000              35.770.000                  20.000
      A Koordinasi Surveilans di Kabupaten/Kota              19.550.000              19.534.000                  16.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan                 500.000                 500.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              19.050.000              19.034.000                  16.000
      B Monev Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga              16.240.000              16.236.000                   4.000
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         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              16.240.000              16.236.000                   4.000
             39.100.000              38.738.000                 362.0005834.UBA.004 Kab/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah

   051 Pengawasan Pengelolaan Limbah  Medis di Fasyankes oleh Daerah              39.100.000              38.738.000                 362.000
      B Penguatan Pengelolaan Limbah Medis              20.050.000              20.004.000                  46.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan                 500.000                 500.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              19.550.000              19.504.000                  46.000
      D Koordinasi Pengelolaan Sampah Aman Rumah Tangga di Kabupaten/Kota              19.050.000              18.734.000                 316.000
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              19.050.000              18.734.000                 316.000

             35.220.000              34.842.000                 378.0005834.UBA.005 Kab/Kota yang difasilitasi pengelolaan lntervensi Kesling dalam
   051 Kab/Kota yang difasilitasi pengelolaan lntervensi Kesling dalam              35.220.000              34.842.000                 378.000
      A Monev Pendampingan PKTD Stunting Beririsan Penanggulangan TB dan              35.220.000              34.842.000                 378.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan                 500.000                 500.000                       0
         524111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Biasa              34.720.000              34.342.000                 378.000

            155.083.000             139.789.500              15.293.500WA Program Dukungan Manajemen
            155.083.000             139.789.500              15.293.5004812 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat
            155.083.000             139.789.500              15.293.5004812.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
            155.083.000             139.789.500              15.293.5004812.EAB.001 Layanan Rencana Program

   051 Menyusun rencana Program Ditjen Kesmas             155.083.000             139.789.500              15.293.500
      B Dukungan Pengelolaan Satuan Kerja             155.083.000             139.789.500              15.293.500
         521111  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Keperluan Perkantoran              10.800.000                 246.000              10.554.000
         521115  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja             107.430.000             105.510.000               1.920.000
         521211  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Bahan               3.453.000               3.370.000                  83.000
         521213  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Honor Output Kegiatan               6.800.000               4.080.000               2.720.000
         521811  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi              14.000.000              13.983.500                  16.500
         524113  [00000000-A-0-0-022-02-00] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              12.600.000              12.600.000                       0

# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]



lu_lrabstkt

07 January 2022
         1

Tanggal
Halaman
Prog.Id

:
:
:
:

LRBST 01Kode Lap.

TAHUN 2021
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah) 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN
ANGGARAN SETELAH
            REVISI

SISA ANGGARAN
% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO

S/D TAHUN  INI
TAHUN  INI

ANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/D 

TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         

ESELON I                  

:
:
:
:

0200

03

024

DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KESEHATAN

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA         

JAWA BARAT

029015 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT (03)

JENIS SATUAN KERJA          : DK DEKONSENTRASI

10

PENGEMBALIAN
S/D TAHUN  INI

TRANSAKSI KAS
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Program Kesehatan MasyarakatDD

Pembinaan Gizi Masyarakat2080

Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakatQKA

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         17,470,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         17,470,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

          33,600,000            7,800,000   81.16          33,600,000          33,600,000                    0         41,400,000         61,200,000Belanja Jasa Profesi522151

          33,600,000            7,800,000   81.16          33,600,000          33,600,000                    0         41,400,000         61,200,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

         208,260,700           15,079,300   93.25         211,696,400         211,696,400 (          3,435,700)        223,340,000        218,200,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0            4,050,000    0.00                   0                   0                    0          4,050,000         15,550,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        702,750,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

                   0            6,000,000    0.00                   0                   0                    0          6,000,000        154,830,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

         208,260,700           25,129,300   90.71         211,696,400         211,696,400 (          3,435,700)        233,390,000      1,091,330,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

         241,860,700           32,929,300   89.27         245,296,400         245,296,400 (          3,435,700)        274,790,000      1,170,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         241,860,700           32,929,300   89.27         245,296,400         245,296,400 (          3,435,700)        274,790,000      1,170,000,000JUMLAH  BELANJA  KRO   2080.QKA

Pelatihan Bidang PendidikanSCI
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BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

          17,353,800           11,986,200   59.15          17,353,800          17,353,800                    0         29,340,000         45,790,000Belanja Bahan521211

           1,000,000            1,000,000   50.00           1,000,000           1,000,000                    0          2,000,000                  0Belanja Honor Output Kegiatan521213

          14,479,300            1,690,700   89.54          14,479,300          14,479,300                    0         16,170,000                  0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219

          32,833,100           14,676,900   69.11          32,833,100          32,833,100                    0         47,510,000         45,790,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

                   0           25,600,000    0.00                   0                   0                    0         25,600,000         20,700,000Belanja Sewa522141

         112,000,000           12,400,000   90.03         112,000,000         112,000,000                    0        124,400,000        164,000,000Belanja Jasa Profesi522151

           2,000,000              100,000   95.24           2,000,000           2,000,000                    0          2,100,000                  0Belanja Jasa Lainnya522191

         114,000,000           38,100,000   74.95         114,000,000         114,000,000                    0        152,100,000        184,700,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

             440,000           11,520,000    3.68             440,000             440,000                    0         11,960,000         12,860,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

         410,338,000           51,902,000   88.77         410,674,000         410,674,000 (            336,000)        462,240,000        728,050,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

         410,778,000           63,422,000   86.70         411,114,000         411,114,000 (            336,000)        474,200,000        740,910,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

         557,611,100          116,198,900   82.80         557,947,100         557,947,100 (            336,000)        673,810,000        971,400,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         557,611,100          116,198,900   82.80         557,947,100         557,947,100 (            336,000)        673,810,000        971,400,000JUMLAH  BELANJA  KRO   2080.SCI

         799,471,800          149,128,200   84.68         803,243,500         803,243,500 (          3,771,700)        948,600,000      2,141,400,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2080

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga2089

Sosialisasi dan DiseminasiPEF

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

           7,850,000                    0  100.00           7,850,000           7,850,000                    0          7,850,000        392,450,000Belanja Bahan521211

           7,850,000                    0  100.00           7,850,000           7,850,000                    0          7,850,000        392,450,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212
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Belanja Jasa5221

          24,400,000                    0  100.00          24,400,000          24,400,000                    0         24,400,000         24,400,000Belanja Jasa Profesi522151

          24,400,000                    0  100.00          24,400,000          24,400,000                    0         24,400,000         24,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0      1,085,400,000Belanja Perjalanan Biasa524111

          68,758,000            5,842,000   92.17          68,758,000          68,758,000                    0         74,600,000         74,600,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

          68,758,000            5,842,000   92.17          68,758,000          68,758,000                    0         74,600,000      1,160,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

         101,008,000            5,842,000   94.53         101,008,000         101,008,000                    0        106,850,000      1,576,850,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         101,008,000            5,842,000   94.53         101,008,000         101,008,000                    0        106,850,000      1,576,850,000JUMLAH  BELANJA  KRO   2089.PEF

Pelatihan Bidang PendidikanSCI

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         49,336,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         49,336,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         29,400,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         29,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        291,264,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        291,264,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        370,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        370,000,000JUMLAH  BELANJA  KRO   2089.SCI

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah DaerahUBA

BELANJA BARANG52
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Belanja Barang Non Operasional5212

         102,613,400            7,693,600   93.03         102,613,400         102,613,400                    0        110,307,000        150,513,000Belanja Bahan521211

           6,000,000                    0  100.00           6,000,000           6,000,000                    0          6,000,000                  0Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219

         108,613,400            7,693,600   93.39         108,613,400         108,613,400                    0        116,307,000        150,513,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

          19,900,000            1,800,000   91.71          19,900,000          19,900,000                    0         21,700,000         86,800,000Belanja Jasa Profesi522151

          19,900,000            1,800,000   91.71          19,900,000          19,900,000                    0         21,700,000         86,800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

         623,642,000            1,305,000   99.79         624,242,000         624,242,000 (            600,000)        624,947,000        744,441,000Belanja Perjalanan Biasa524111

           9,450,000            2,250,000   80.77           9,450,000           9,450,000                    0         11,700,000         12,150,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

         131,740,000           13,520,000   90.69         131,740,000         131,740,000                    0        145,260,000        553,310,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

         764,832,000           17,075,000   97.89         765,432,000         765,432,000 (            600,000)        781,907,000      1,309,901,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

         893,345,400           26,568,600   97.18         893,945,400         893,945,400 (            600,000)        919,914,000      1,547,214,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         893,345,400           26,568,600   97.18         893,945,400         893,945,400 (            600,000)        919,914,000      1,547,214,000JUMLAH  BELANJA  KRO   2089.UBA

         994,353,400           32,410,600   96.90         994,953,400         994,953,400 (            600,000)      1,026,764,000      3,494,064,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    2089

Pembinaan Kesehatan Keluarga5832

KoordinasiAEA

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         11,710,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         11,710,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

          11,500,000           10,400,000   52.51          11,500,000          11,500,000                    0         21,900,000        229,300,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        375,500,000Belanja Jasa Lainnya522191
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          11,500,000           10,400,000   52.51          11,500,000          11,500,000                    0         21,900,000        604,800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

          79,759,200            3,440,800   95.86          82,604,000          82,604,000 (          2,844,800)         83,200,000        315,701,000Belanja Perjalanan Biasa524111

          79,759,200            3,440,800   99.28          82,604,000          82,604,000 (          2,844,800)         83,200,000        315,701,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

          91,259,200           13,840,800   89.54          94,104,000          94,104,000 (          2,844,800)        105,100,000        932,211,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

          91,259,200           13,840,800   89.54          94,104,000          94,104,000 (          2,844,800)        105,100,000        932,211,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5832.AEA

Pelatihan Bidang PendidikanDCI

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

          15,915,000            1,085,000   93.62          15,915,000          15,915,000                    0         17,000,000        280,625,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         10,150,000Belanja Honor Output Kegiatan521213

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         86,000,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219

          15,915,000            1,085,000   93.62          15,915,000          15,915,000                    0         17,000,000        376,775,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         37,800,000Belanja Sewa522141

         368,700,000           16,600,000   95.69         368,700,000         368,700,000                    0        385,300,000      1,006,600,000Belanja Jasa Profesi522151

          73,295,000            1,705,000   97.73          73,295,000          73,295,000                    0         75,000,000        111,750,000Belanja Jasa Lainnya522191

         441,995,000           18,305,000   96.02         441,995,000         441,995,000                    0        460,300,000      1,156,150,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        403,235,000Belanja Perjalanan Biasa524111

         162,300,000            1,950,000   98.81         162,300,000         162,300,000                    0        164,250,000        180,750,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        503,380,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

         162,300,000            1,950,000   98.81         162,300,000         162,300,000                    0        164,250,000      1,087,365,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

         620,210,000           21,340,000   96.67         620,210,000         620,210,000                    0        641,550,000      2,620,290,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52
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         620,210,000           21,340,000   96.67         620,210,000         620,210,000                    0        641,550,000      2,620,290,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5832.DCI

Pemantauan dan Evaluasi serta PelaporanFAE

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0            760,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0            760,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

          34,626,000            5,184,000   86.98          38,736,000          38,736,000 (          4,110,000)         39,810,000        147,240,000Belanja Perjalanan Biasa524111

          34,626,000            5,184,000   97.30          38,736,000          38,736,000 (          4,110,000)         39,810,000        147,240,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

          34,626,000            5,184,000   97.30          38,736,000          38,736,000 (          4,110,000)         39,810,000        148,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

          34,626,000            5,184,000   97.30          38,736,000          38,736,000 (          4,110,000)         39,810,000        148,000,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5832.FAE

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah DaerahFBA

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

           2,956,870              196,130   93.78           2,956,870           2,956,870                    0          3,153,000         19,442,000Belanja Bahan521211

           2,956,870              196,130   93.78           2,956,870           2,956,870                    0          3,153,000         19,442,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

           9,900,000           13,100,000   43.04           9,900,000           9,900,000                    0         23,000,000        205,600,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         69,472,000Belanja Jasa Lainnya522191

           9,900,000           13,100,000   43.04           9,900,000           9,900,000                    0         23,000,000        275,072,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

         267,490,400           13,669,600   95.14         279,552,000         279,552,000 (         12,061,600)        281,160,000        413,240,000Belanja Perjalanan Biasa524111

          73,284,000            1,516,000   97.97          73,284,000          73,284,000                    0         74,800,000        811,290,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

         340,774,400           15,185,600   99.12         352,836,000         352,836,000 (         12,061,600)        355,960,000      1,224,530,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241
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         353,631,270           28,481,730   95.70         365,692,870         365,692,870 (         12,061,600)        382,113,000      1,519,044,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         353,631,270           28,481,730   95.70         365,692,870         365,692,870 (         12,061,600)        382,113,000      1,519,044,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5832.FBA

       1,099,726,470           68,846,530   95.74       1,118,742,870       1,118,742,870 (         19,016,400)      1,168,573,000      5,219,545,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    5832

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat5833

KemitraanAEE

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0          1,000,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0          1,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0          3,400,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0          3,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         43,400,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         43,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         47,800,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         47,800,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5833.AEE

Konferensi dan EventAEG

BELANJA BARANG52

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         35,315,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         35,315,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         35,315,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         35,315,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5833.AEG
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KoordinasiPEA

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         57,700,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19

521241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         57,700,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        237,800,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        237,800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        158,960,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        247,640,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        780,400,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0      1,187,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0      1,482,500,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0      1,482,500,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5833.PEA

PromosiPEH

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Persediaan5218

         141,200,000           12,550,000   91.84         141,200,000         141,200,000                    0        153,750,000                  0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi

COVID-19

521841

         141,200,000           12,550,000   91.84         141,200,000         141,200,000                    0        153,750,000                  0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218

Belanja Jasa5221
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         462,030,000           10,270,000   97.83         462,030,000         462,030,000                    0        472,300,000      1,014,400,000Belanja Jasa Lainnya522191

                   0           45,000,000    0.00                   0                   0                    0         45,000,000                  0Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19522192

         462,030,000           55,270,000   89.32         462,030,000         462,030,000                    0        517,300,000      1,014,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

         603,230,000           67,820,000   89.89         603,230,000         603,230,000                    0        671,050,000      1,014,400,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         603,230,000           67,820,000   89.89         603,230,000         603,230,000                    0        671,050,000      1,014,400,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5833.PEH

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok MasyarakatQDD

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

         125,700,000            1,550,000   98.78         125,700,000         125,700,000                    0        127,250,000        770,720,000Belanja Bahan521211

          40,050,000           11,400,000   77.84          40,050,000          40,050,000                    0         51,450,000                  0Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19

521241

         165,750,000           12,950,000   92.75         165,750,000         165,750,000                    0        178,700,000        770,720,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0                  0Belanja Sewa522141

          36,000,000            8,800,000   80.36          36,000,000          36,000,000                    0         44,800,000        255,400,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0           21,300,000    0.00                   0                   0                    0         21,300,000         91,240,000Belanja Jasa Lainnya522191

          36,000,000           30,100,000   54.46          36,000,000          36,000,000                    0         66,100,000        346,640,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

         123,130,000           31,310,000   79.73         144,300,000         144,300,000 (         21,170,000)        154,440,000        467,960,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        643,500,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

          79,190,000              210,000   99.74          79,190,000          79,190,000                    0         79,400,000         79,980,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

         202,320,000           31,520,000   95.57         223,490,000         223,490,000 (         21,170,000)        233,840,000      1,191,440,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

         404,070,000           74,570,000   88.84         425,240,000         425,240,000 (         21,170,000)        478,640,000      2,308,800,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         404,070,000           74,570,000   88.84         425,240,000         425,240,000 (         21,170,000)        478,640,000      2,308,800,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5833.QDD
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Pelatihan Bidang PendidikanSCI

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0          3,500,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0          3,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         57,600,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         57,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         17,340,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         93,960,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        111,300,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        172,400,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        172,400,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5833.SCI

       1,007,300,000          142,390,000   89.46       1,028,470,000       1,028,470,000 (         21,170,000)      1,149,690,000      5,061,215,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    5833

Penyehatan Lingkungan5834

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah DaerahFBA

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

             624,000                    0  100.00             624,000             624,000                    0            624,000          3,438,000Belanja Bahan521211

             624,000                    0  100.00             624,000             624,000                    0            624,000          3,438,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

           7,200,000                    0  100.00           7,200,000           7,200,000                    0          7,200,000         10,000,000Belanja Jasa Profesi522151

           7,200,000                    0  100.00           7,200,000           7,200,000                    0          7,200,000         10,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221
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Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

          30,074,000              406,000   98.67          30,414,000          30,414,000 (            340,000)         30,480,000         47,870,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         50,690,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         51,350,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

          30,074,000              406,000   99.78          30,414,000          30,414,000 (            340,000)         30,480,000        149,910,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

          37,898,000              406,000   99.83          38,238,000          38,238,000 (            340,000)         38,304,000        163,348,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

          37,898,000              406,000   99.83          38,238,000          38,238,000 (            340,000)         38,304,000        163,348,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5834.FBA

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah DaerahUBA

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

           5,250,000                    0  100.00           5,250,000           5,250,000                    0          5,250,000        128,930,000Belanja Bahan521211

           5,250,000                    0  100.00           5,250,000           5,250,000                    0          5,250,000        128,930,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

           4,300,000                    0  100.00           4,300,000           4,300,000                    0          4,300,000         45,500,000Belanja Jasa Profesi522151

           4,300,000                    0  100.00           4,300,000           4,300,000                    0          4,300,000         45,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

         145,336,000            1,374,000   99.06         145,850,000         145,850,000 (            514,000)        146,710,000        811,850,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         32,220,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        211,500,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

         145,336,000            1,374,000   99.41         145,850,000         145,850,000 (            514,000)        146,710,000      1,055,570,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

         154,886,000            1,374,000   99.45         155,400,000         155,400,000 (            514,000)        156,260,000      1,230,000,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         154,886,000            1,374,000   99.45         155,400,000         155,400,000 (            514,000)        156,260,000      1,230,000,000JUMLAH  BELANJA  KRO   5834.UBA

         192,784,000            1,780,000   99.52         193,638,000         193,638,000 (            854,000)        194,564,000      1,393,348,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    5834

       4,093,635,670          394,555,330   92.22       4,139,047,770       4,139,047,770 (         45,412,100)      4,488,191,000     17,309,572,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    07.03.DD
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       4,093,635,670          394,555,330   92.22       4,139,047,770       4,139,047,770 (         45,412,100)      4,488,191,000     17,309,572,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    07.03

KESEHATAN LAINNYA90

Program Dukungan ManajemenWA

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen

Kesehatan Masyarakat

4812

Layanan Perencanaan dan Penganggaran InternalEAB

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Operasional5211

             246,000           10,554,000    2.28             246,000             246,000                    0         10,800,000         11,550,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

         105,510,000            1,920,000   98.21         105,510,000         105,510,000                    0        107,430,000        122,280,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115

         105,756,000           12,474,000   89.45         105,756,000         105,756,000                    0        118,230,000        133,830,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5211

Belanja Barang Non Operasional5212

           3,370,000               83,000   97.60           3,370,000           3,370,000                    0          3,453,000          7,850,000Belanja Bahan521211

           4,080,000            2,720,000   60.00           4,080,000           4,080,000                    0          6,800,000         10,400,000Belanja Honor Output Kegiatan521213

           7,450,000            2,803,000   72.66           7,450,000           7,450,000                    0         10,253,000         18,250,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Barang Persediaan5218

          13,983,500               16,500   99.88          13,983,500          13,983,500                    0         14,000,000         18,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811

          13,983,500               16,500   99.88          13,983,500          13,983,500                    0         14,000,000         18,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5218

Belanja Jasa5221

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         19,800,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         19,800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         21,520,000Belanja Perjalanan Biasa524111

          12,600,000                    0  100.00          12,600,000          12,600,000                    0         12,600,000         21,600,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
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ANGGARAN SETELAH
            REVISI

SISA ANGGARAN
% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETO

S/D TAHUN  INI
TAHUN  INI

ANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/D 

TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA         

ESELON I                  

:
:
:
:

0200

03

024

DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KESEHATAN

WILAYAH/PROPINSI

SATUAN KERJA         

JAWA BARAT

029015 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT (03)

JENIS SATUAN KERJA          : DK DEKONSENTRASI

10

PENGEMBALIAN
S/D TAHUN  INI

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        483,900,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         17,920,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

          12,600,000                    0  100.00          12,600,000          12,600,000                    0         12,600,000        544,940,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

         139,789,500           15,293,500   90.14         139,789,500         139,789,500                    0        155,083,000        734,820,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

         139,789,500           15,293,500   90.14         139,789,500         139,789,500                    0        155,083,000        734,820,000JUMLAH  BELANJA  KRO   4812.EAB

Layanan Monitoring dan Evaluasi InternalEAL

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0          1,638,000Belanja Bahan521211

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0          1,638,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5212

Belanja Jasa5221

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         21,600,000Belanja Jasa Profesi522151

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0         21,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5221

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        197,640,000Belanja Perjalanan Biasa524111

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        209,280,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        406,920,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA   5241

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        430,158,000JUMLAH  KELOMPOK BELANJA 52

                   0                    0    0.00                   0                   0                    0                  0        430,158,000JUMLAH  BELANJA  KRO   4812.EAL

         139,789,500           15,293,500   90.14         139,789,500         139,789,500                    0        155,083,000      1,164,978,000JUMLAH  BELANJA  KEGIATAN    4812

         139,789,500           15,293,500   90.14         139,789,500         139,789,500                    0        155,083,000      1,164,978,000JUMLAH  BELANJA  PROGRAM    07.90.WA

         139,789,500           15,293,500   90.14         139,789,500         139,789,500                    0        155,083,000      1,164,978,000JUMLAH  BELANJA  SUB FUNGSI    07.90

       4,233,425,170          409,848,830   92.15       4,278,837,270       4,278,837,270 (         45,412,100)      4,643,274,000     18,474,550,000JUMLAH  BELANJA  FUNGSI    07
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       4,233,425,170          409,848,830   92.15       4,278,837,270       4,278,837,270 (         45,412,100)      4,643,274,000     18,474,550,000JUMLAH  BELANJA  CARA PENARIKAN    0

       4,233,425,170          409,848,830   92.15       4,278,837,270       4,278,837,270 (         45,412,100)      4,643,274,000     18,474,550,000JUMLAH  BELANJA  SUMBER DANA    01

       4,233,425,170          409,848,830   92.15       4,278,837,270       4,278,837,270 (         45,412,100)      4,643,274,000     18,474,550,000JUMLAH  BELANJA  JENIS SATKER     DK

       4,233,425,170          409,848,830   92.15       4,278,837,270       4,278,837,270 (         45,412,100)      4,643,274,000     18,474,550,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS

       4,233,425,170          409,848,830   92.15       4,278,837,270       4,278,837,270 (         45,412,100)      4,643,274,000     18,474,550,000JUMLAH  BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI
NON KAS
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